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ABSTRAK 
 
Wa Ode Rini Anggraini ( B111 12 071 ). Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak 
Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Kasus Putusan Nomor : 
123/Pid.B/2013/PN.BB). Dibimbing oleh Bapak Andi Sofyan selaku 
Pembimbing I dan Ibu Dara Indrawati selaku Pembimbing II. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum pidana 
materiil dalam perkara tindak pidana pembunuhan berencana dalam  
Putusan Nomor : 123/Pid.B/2013/PN.BB,dan  pertimbangan  hukum hakim  
dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana pembunuhan 
berencana dalam  Putusan  Nomor: 123/Pid.B/2013/PN.BB. 
Penelitian ini dilakukan di Kota Baubau dengan memilih instansi yang 
terkait dengan perkara ini, yakni penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan 
Negeri Baubau. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah  
Metode Kepustakaan dan Metode  Wawancara, kemudian data yang  
diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif sehingga mengungkapkan  
hasil yang diharapkan dan kesimpulan atas permasalahan. 
Dari penelitian yang dilakukan, penulis mendapatkan hasil sebagai 
berikut : (1) Pada Putusan Nomor : 123/Pid.B/2013/PN.BB,Jaksa Penuntut 
Umum menggunakan 3 (tiga) dakwaan, yaitu: Primair Pasal 340 KUHP, 
Subsidiair  Pasal 338 KUHP, Lebih Subsidiair Pasal 351 ayat (3) KUHP. 
Diantara unsur-unsur Pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum  
tersebut, yang terbukti secara sah dan meyakinkan adalah Pasal 340 
KUHP. Dimana, antara perbuatan dan unsur-unsur Pasal saling  
mencocoki. Menurut  penulis, penerapan hukum pidana materiil dalam 
kasus ini sudah sesuai  dengan  hukum  pidana yang berlaku di Indonesia. 
(2) Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap  
pelaku yang  melakukan  tindak  pidana pembunuhan berencana dalam   
Putusan Pengadilan Negeri Baubau Nomor : 123/Pid.B/2013/PN.BB 
berdasarkan alat-alat bukti yakni keterangan saksi dan keterangan  
terdakwa disertai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum serta 
fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Dalam penjatuhan 
putusan, Hakim juga perlu lebih teliti dalam mempertimbangkan alasan-
alasan yang memberatkan dan meringankan pidana kepada Terdakwa. 
Menurut penulis, sanksi pidana terhadap Terdakwa telah sesuai dan 
cukup menimbulkan efek jera bagi pelaku. Sanksi pidana yang diberikan 
bertujuan bukan sebagai alat untuk membalaskan perbuatan terdakwa 
melainkan untuk memperbaiki terdakwa agar tidak melakukan tindak 
pidana lagi. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang 
Negara Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan 
Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945) Pasal 
1 Ayat (3)  yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”. 
Oleh karena itu setiap kegiatan manusia atau masyarakat yang 
merupakan aktivitas hidupnya harus berdasarkan peraturan yang ada 
dan norma-norma yang berlaku masyarakat. Hukum berfungsi 
mengatur, memberi batasan tingkah laku manusia agar sesuai dan 
tidak menyimpang dari norma-norma, seperti halnya melindungi 
masyarakat dari kejahatan atau tindak pidana.  
Seiring dengan kemajuan budaya dan ilmu pengetahuan, perilaku 
manusia di dalam hidup bermasyarakat dan bernegara justru semakin 
kompleks. Perilaku yang demikian apabila ditinjau dari segi hukum, 
tentunya ada perilaku yang sesuai dengan norma dan ada yang dapat 
dikategorikan sebagai  bentuk pelanggaran dari norma. Perilaku yang  
menyimpang dari norma biasanya akan menjadikan suatu 
permasalahan baru di bidang hukum dan merugikan masyarakat.1  
Terkait masalah kejahatan dewasa ini, berbagai jenis-jenis 
kejahatan telah dihadapkan di persidangan seperti pencurian, 
                                                          
1 Bambang Waluyo, 2000. Pidana dan Pemidanaan, Sinar grafika : Jakarta, hlm. 3. 
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pembunuhan, penipuan, pemerkosaan, penganiayaan sebagaimana 
yang dirumuskan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). 
Salah satu tindak pidana yang sering terjadi di lingkungan masyarakat 
adalah tindak pidana pembunuhan. Pembunuhan adalah suatu 
kejahatan yang tidak manusiawi, karena pembunuhan merupakan 
suatu perbuatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain, 
yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja.  
Tindak pidana pembunuhan umumnya didasari atas perasaan 
dendam, tidak senang, iri hati dan lain sebagainya. Masalah-masalah 
yang menyangkut pembunuhan tersebut di atas cukup sering  terjadi di 
masyarakat, sebagaimana beberapa  berita di media cetak maupun 
elektronik mengenai kasus pembunuhan baik yang merupakan 
pembelaan diri maupun pembunuhan terencana (moord). Akan tetapi, 
kita masih jarang menemukan kasus pembunuhan berencana yang 
dilakukan oleh wanita. Kebanyakan pelaku tindak pidana dilakukan 
oleh kaum pria, tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa kaum wanita 
pun melakukan tindak pidana. Bila dibandingkan baik secara 
kuantitatif, maupun secara kualitatif,kejahatan yang dilakukan oleh 
kaum wanita, rata-rata masih lebih rendah daripada yang dilakukan 
oleh kaum pria. 
Adanya permasalahan tentang pembunuhan terencana inilah 
penulis tergerak melakukan observasi dan pembelajaran untuk 
mengkaji kasus pembunuhan berencana dalam lingkup Pengadilan 
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Negeri Baubau. Pembunuhan dengan rencana (moord) atau disingkat 
dengan pembunuhan berencana adalah pembunuhan yang paling 
berat ancaman pidananya dari seluruh bentuk kejahatan terhadap jiwa 
manusia. 
Untuk kasus pembunuhan berencana ini telah diatur oleh 
ketentuan Pasal 340 KUHP yang berisikan sebagai berikut.: 
“Barangsiapa dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih 
dahulu menghilangkan jiwa orang lain, dihukum, karena 
pembunuhan direncanakan (moord), dengan hukuman mati atau 
penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya 
dua puluh tahun.” 
 
Berdasarkan pasal tersebut di atas, PN Baubau pada tanggal 11 
Juli 2013 telah mengeluarkan putusan pada kasus seorang wanita 27 
tahun  membunuh mantan suaminya dengan alasan sakit hati karena 
korban sering memberikan janji dan selalu menyuruh serta memaksa 
menggugurkan kandungannya setiap kali hamil kepada terdakwa. Niat 
dari terdakwa untuk merencanakan membunuh itu timbul pada saat 
korban telah menceraikan terdakwa.  
Akibat yang diderita korban sampai meninggal dunia maka pelaku 
bisa dijatuhi hukuman penjara selama 20 tahun menurut Pasal 340 
KUHP.Sebagaimana latar belakang permasalahan yang dikemukakan, 
maka penulis ingin melakukan penelitian tentang “Tinjauan Yuridis 
Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Kasus 
Putusan Nomor: 123/Pid.B/2013/PN.BB)”. 
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B. Rumusan Masalah 
Adapun rumusan masalah dalam proposal ini adalah sebagai 
berikut: 
1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materil terhadap kasus 
tindak pidana pembunuhan berencana dalam Putusan Nomor : 
123/Pid.B/2013/PN.BB ? 
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan 
terhadap kasus tindak pidana pembunuhan berencana yang dalam 
Putusan Nomor : 123/Pid.B/2013/PN.BB?   
 
C. Tujuan Penulisan 
1. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana materil terhadap kasus 
tindak pidana pembunuhan berencana dalam Putusan Nomor : 
123/Pid.B/2013/PN.BB. 
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan 
terhadap kasus tindak pidana pembunuhan berencana dalam 
Putusan Nomor : 123/Pid.B/2013/PN.BB. 
 
D. Manfaat Penulisan 
1. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan dalam 
pengembangan Ilmu Hukum Pidana Indonesia. 
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2. Diharapkan hasil penelitian ini menjadi sumbangsi pemikiran 
terhadap penegakan hukum Indonesia, khususnya yang terkait 
dengan tindak pidana pembunuhan berencana. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
A. Pengertian Tinjauan Yuridis 
 
Tinjauan yuridis terdiri dari dua suku kata yakni tinjauan dan 
yuridis. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Tinjauan adalah 
Pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, kegiatan pengumpulan data 
pengelohan, analisa, dan penyajian data yang dilakukan secara 
sistematis dan objektif untuk memecahkan persoalan. Sedangkan 
pengertian Yuridis adalah menurut hukum atau yang didasarkan oleh 
hukum. 
Tinjauan Yuridis yang dimaksud adalah tinjauan dari segi  hukum, 
sedangkan hukum yang penulis akan kaji adalah hukum  menurut 
ketentuan pidana formil dan materil. Pengertian tinjauan yuridis yaitu 
suatu kajian yang membahas  mengenai tindak pidana tentang apa 
yang terjadi, siapa pelakunya, terpenuhi atau tidaknya unsur-unsur 
delik, pertangggungjawaban  pidana serta  penerapan  sanksi  
terhadap  pelaku tindak pidana. 
 
B. Tindak Pidana 
1. Pengertian Tindak Pidana  
Istilah tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum 
Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah Strafbaarfeit. Ada  beberapa 
pakar, dalam menyebutkan kata “tindak pidana” menggunakan 
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istilah-istilah lain, seperti delik (delictum), perbuatan pidana, 
peristiwa pidana, pelanggaran pidana, perbuatan yang boleh 
dihukum dan perbuatan yang dapat dihukum. 
Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik. Kata 
“delik” berasal dari bahasa Latin  yakni  kata  delictum dan Dalam 
Bahasa Belanda disebut delict. 
Delik adalah “suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang 
dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang 
(pidana).”2 
 
Dalam Bahasa Belanda, Strafbaarfeit terdiri dari tiga suku kata 
yakni : straf diartikan sebagai pidana dan hukum, baar diartikan 
sebagai dapat dan boleh, feit diartikan sebagai tindak, peristiwa, 
pelanggaran dan perbuatan. Jadi, istilah Strafbaarfeit  adalah 
peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat 
dipidana.3 
Moeljatno mengartikan Strafbaarfeit sebagai berikut : 
Strafbaarfeit adalah “suatu kelakuan manusia yang diancam 
pidana oleh peraturan perundang-undangan.”4 
 
Pompe memberikan definisi Strafbaarfeit adalah suatu 
pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang 
dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh 
                                                          
2 Andi Hamzah, 1994. Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta : Jakarta, hlm. 72, hlm.88. 
3 Amir Ilyas, 2012. Asas-Asas Hukum Pidana, Rengkang Education Yogyakarta dan 
Pukap Indonesia : Yogyakarta, hlm. 19. 
4 Ibid., hlm 19. 
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suatu pelaku, di mana penjatuhan hukuman  terhadap pelaku 
tersebut adalah perlu demi  terpeliharanya  tertib  hukum  dan  
terjaminnya kepentingan  umum.5 
E.Utrecht memakai istilah “peristiwa pidana” karena yang 
ditinjau adalah peristiwa (feit) dari sudut hukum pidana.6 
Menurut Simons, berpendapat bahwa pengertian Strafbaarfeit 
adalah Suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan 
pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum dan 
dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang  mampu 
bertanggungjawab.7 
Dari beberapa rumusan tentang tindak pidana yang 
dikemukakan oleh beberapa sarjana di atas, dapat disimpulkan 
bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh 
Undang-Undang karena merupakan perbuatan yang merugikan 
kepentingan umum dan pelakunya dapat dikenakan pidana. 
2. Unsur- Unsur Tindak Pidana 
Unsur-unsur tindak pidana terdiri atas unsur subjektif dan 
unsur objektif.  
a. Unsur Subjektif 
Unsur subjektif  adalah unsur yang berasal dari dalam diri 
pelaku. Asas hukum pidana menyatakan “tidak ada  hukuman  
                                                          
5 Ibid., hlm. 20. 
6Leden Marpaung, 2005. Asas Teori Praktik Hukum Pidana, Sinar Grafika :Jakarta, hlm.7 
7 Ibid., hlm. 8. 
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tanpa ada kesalahan” (An act does not make a person guilty 
unless the mind is guilty or actus non facit reum nisi mens sit 
rea). Kesalahan yang  dimaksud di sini adalah kesalahan yang 
diakibatkan oleh kesengajaan (intention/opzet/dolus)  dan 
kealpaan (negligence or schuld). Pada umumnya para pakar 
telah menyetujui bahwa “kesengajaan” terdiri atas 3 (tiga) 
bentuk, yaitu:8 
a) Kesengajaan sebagai maksud (oogmerk); 
b) Kesengajaan dengan keinsyafan pasti (opzet als 
zekerheidsbewustzijn); dan 
c) Kesengajaan dengan keinsyafan akan kemungkinan 
(dolus evantualis). 
 
Kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk) disebut 
juga dolus directus (sebab memang akibat perbuatannya itu 
diharapkan timbul, atau agar peristiwa pidana itu sendiri terjadi) 
dalam hal ini ”maksud” adalah kehendak dari si pembuat untuk 
mencapai suatu tujuan. Kesengajaan dengan sadar kepastian 
(opzet met zekerheidsbewustzijn) dalam hal ini perbuatan 
tersebut mempunyai dua akibat yaitu: akibat yang memang 
dituju si pembuat, akibat yang tidak diinginkan tetapi merupakan 
suatu keharusan untuk mencapai tujuan, akibat ini pasti terjadi. 
Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (dolus eventualis atau 
voorwaar delijk opzet) dalam hal ini keadaan tertentu yang 
semula mungkin terjadi kemudian ternyata benar-benar terjadi. 
                                                          
8 Ibid, hlm. 9 
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Selain unsur kesengajaan yang terjadi dalam tindak pidana 
ada pula unsur kealpaan (Culpa). Kealpaan adalah bentuk 
kesalahan yang lebih ringan dari kesengajaan. Kealpaan terdiri 
atas 2 (dua) bentuk, yaitu: 
  1) Tak berhati-hati, dan 
  2) Dapat menduga akibat itu. 
b. Unsur Objektif 
Unsur objektif  merupakan  unsur  dari  luar  diri  si  pelaku 
yaitu sebagai berikut:9 
1) Perbuatan manusia, berupa: 
a) Act, yaitu perbuatan aktif, dan 
b) Ommission, yaitu perbuatan pasif (perbuatan yang 
mendiamkan atau membiarkan). 
2) Akibat (result) perbuatan manusia 
Akibat tersebut membahayakan atau merusak, 
bahkan menghilangkan kepentingan-kepentingan yang 
dipertahankan oleh hukum. Misalnya nyawa, badan, 
kemerdekaan,  hak  milik, kehormatan, dan sebagainya. 
3) Keadaan-keadaan (circumstances) 
a) Keadaan pada saat perbuatan dilakukan, dan 
b) Keadaan setelah perbuatan dilakukan. 
4) Sifat dapat dihukum dan melawan hukum 
                                                          
9 Ibid., hlm. 9, hlm. 10. 
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Sifat dapat dihukum berkenaan dengan alasan-alasan 
yang membebaskan si pelaku dari hukuman. Adapun 
sifat melawan hukum adalah apabila perbuatan itu 
bertentangan dengan hukum, yakni berkenaan dengan 
larangan atau perintah. 
Dalam hukum pidana dikenal dua pandangan tentang unsur-
unsur tindak pidana, yaitu pandangan monistis dan pandangan 
dualistis. 
Pandangan monistis adalah suatu pandangan yang melihat 
syarat, untuk adanya pidana harus mencakup dua hal yakni sifat 
dan perbuatan. Pandangan ini memberikan prinsip-prinsip 
pemahaman, bahwa di dalam pengertian perbuatan atau tindak 
pidana sudah tercakup di dalamnya perbuatan yang dilarang 
(criminal act) dan  pertanggungjawaban pidana atau kesalahan 
(criminal responbility).10 
Unsur-unsur tindak pidana menurut pandangan monistis 
meliputi:11 
a. Ada perbuatan; 
b. Ada sifat melawan hukum; 
c. Tidak ada alasan pembenar; 
d. Mampu bertanggungjawab; 
e. Kesalahan; 
f. Tidak ada alasan pemaaf; 
 
                                                          
10 Amir Ilyas, Op.cit, hlm. 38. 
11 Ibid, hlm. 43 
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Lain halnya dengan pandangan dualistis yang memisahkan 
antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. 
Pandangan  ini memiliki prinsip bahwa dalam tindak pidana hanya 
mencakup criminal act, dan criminal responbility tidak menjadi 
unsur tindak pidana. Oleh karena itu, untuk menyatakan sebuah 
perbuatan  sebagai  tindak pidana cukup dengan adanya perbuatan 
yang dirumuskan oleh undang-undang yang memiliki sifat melawan 
hukum tanpa adanya suatu dasar pembenar. 
Menurut pandangan dualistis, unsur-unsur tindak pidana 
meliputi:12 
a. Adanya  perbuatan yang mencocoki perbuatan delik; 
b. Ada sifat melawan hukum; 
c. Tidak ada alasan pembenar; 
Selanjutnya unsur-unsur pertanggungjawaban pidana meliputi  
a. Mampu bertanggungjawab; 
b. Kesalahan; 
c. Tidak ada alasan pemaaf; 
Berikut ini akan diuraikan mengenai unsur-unsur tindak  
pidana. Unsur-unsur tindak pidana, antara lain: 
1. Ada perbuatan yang mencocoki rumusan delik 
                                                          
12 Ibid 
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Perbuatan manusia dalam arti luas adalah mengenai  
apa yang dilakukan, apa yang diucapkan, dan bagaimana 
sikapnya terhadap suatu hal atau kejadian. Sesuatu  yang  
dilakukan  dan  diucapkan  disebut  act, yang oleh  sebagian  
pakar  disebut  sebagai  perbuatan  positif.  Sikap seseorang 
terhadap suatu hal atau kejadian disebut  omission, yang 
oleh sebagian pakar disebut sebagai perbuatan negatif. 
Mengenai omission yang diancam pidana, para pakar 
berbeda pendapat dalam memberi dasar atau alasan 
sebagai berikut:13 
a. G.A. van Hamel berpendapat bahwa “tidak 
melakukan sesuatu” itu pada umumnya tidak  
bertentangan dengan hukum. Akan tetapi, perilaku  
semacam itu akan bersifat melanggar hukum  apabila  
ada suatu kewajiban “kewajiban hukum yang bersifat 
khusus”. Kewajiban itu telah ditentukan oleh suatu  
peraturan perundang-undangan yang bersifat 
memaksa di mana kelalaian untuk memenuhi 
kewajiban hukum itu telah diancam dengan suatu  
hukuman ataupun telah diterima secara sukarela 
sebagai dimiliki oleh seseorang karena adanya  
pengaruh dari suatu sanksi menurut undang-undang. 
b. D.Simons berpendapat bahwa kelalaian untuk 
bertindak yang harus dipertanggungjawabkan 
melakukan suatu tindakan yang merupakan suatu  
kewajiban hukum. Kewajiban hukum seperti itu dapat  
timbul karena ditentukan oleh undang-undang,  
karena jabatan yang disandang oleh seseorang, 
karena pekerjaan yang dilakukan seseorang, atau  
karena adanya suatu perikatan. 
 
2. Sifat melawan hukum  
 Sifat melawan hukum terdiri dari dua macam, yaitu:14 
                                                          
13 Leden Marpaung, Op.cit, hlm. 31 
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a. Sifat melawan hukum formil (formale wederrechtelijk) 
Perbuatan bersifat melawan hukum apabila 
perbuatan  tersebut memenuhi rumusan undang-undang, 
kecuali jika diadakan pengecualian-pengecualian yang 
telah yang telah ditentukan dalam undang-undang. 
Berdasarkan pendapat ini, melawan hukum berarti 
melawan undang-undang. 
b. Sifat melawan hukum materil (materiele wederrechtelijk). 
Menurut pendapat ini, belum tentu perbuatan yang  
memenuhi rumusan undang-undang itu bersifat melawan  
hukum. Hukum bukan hanya undang-undang saja 
(hukum  yang  tertulis), tetapi juga meliputi hukum yang 
tidak tertulis, yakni kaidah-kaidah atau kenyataan-
kenyataan yang berlaku di masyarakat. 
3. Tidak ada alasan pembenar 
Alasan pembenar merupakan alasan yang 
menghapuskan sifat melawan  hukumnya  suatu  perbuatan  
sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa lalu menjadi  
perbuatan yang patut dan benar. Pada dasarnya perbuatan  
seseorang termasuk tindak pidana tetapi karena hal-hal 
tertentu perbuatan tersebut dapat dibenarkan dan pelakunya 
tidak dapat dipidana. 
                                                                                                                                                               
14 Amir Ilyas, Op.cit, hlm. 53 
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Hal-hal yang dapat menjadi alasan pembenar, antara 
lain: 
a. Daya paksa absolut 
Daya paksa diatur dalam Pasal 48 KUHP yang 
menyatakan bahwa barang siapa melakukan perbuatan 
karena terpaksa oleh  sesuatu kekuasaan yang tak dapat 
dihindarkan tidak boleh  dihukum. Dalam penjelasannya, 
Jonkers mengatakan daya paksa dikatakan bersifat 
absolut jika seseorang tidak dapat berbuat lain. Ia 
mengalami sesuatu yang sama sekali tidak dapat 
mengelakkannya dan tidak mungkin memilih jalan lain.15 
Van Bemmelen mengatakan bentuk yang 
sebenarnya daya paksa itu, yang biasa disebut daya 
paksa relatif atau vis compulsiva. Daya paksa relatif ini 
dibagi dua lagi, yaitu daya paksa dalam arti sempit 
(overmacht in engere zin) dan daya paksa  disebut  
keadaan  darurat  (noodtoestand). Daya paksa dalam arti  
sempit adalah yang disebabkan oleh orang lain 
sedangkan daya  paksa yang berupa keadaan darurat 
(noodtoestand) disebabkan oleh bukan manusia.16 
 
 
                                                          
15 R.Soesilo, 1995. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Politea : Bogor, hlm.63 
16 Amir Ilyas, Op.cit, hlm.60 
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b. Pembelaan terpaksa 
Pembelaan terpaksa (noodweer) dirumuskan dalam 
Pasal 49 ayat (1) KUHP yakni : 
“Barangsiapa melakukan perbuatan,yang terpaksa 
dilakukannya untuk mempertahankan  dirinya atau diri 
orang lain, mempertahankan kehormatan atau harta 
benda sendiri atau kepunyaan orang lain, dari pada 
serangan yang melawan hak dan mengancam dengan 
segera pada saat itu juga, tidak boleh dihukum.” 
 
Dari rumusan Pasal 49 ayat (1) tersebut dapat 
disimpulkan mengenai dua hal, yaitu syarat adanya 
pembelaan terpaksa dan hal-hal yang termasuk 
pembelaan terpaksa. 
Pembelaan terpaksa dapat dilakukan dalam tiga hal, 
antara lain: 
1. Untuk membela dirinya sendiri atau diri orang lain 
terhadap serangan yang bersifat fisik. 
2. Membela kehormatan kesusilaan (eerbaarheid) diri 
sendiri atau orang lain. 
3. Pembelaan terhadap harta benda sendiri atau orang 
lain. 
Dalam hal untuk membela diri terhadap serangan 
fisik, hanyalah yang termasuk dalam lingkup perbuatan 
manusia dan  tidak dibenarkan oleh binatang, misalnya 
dikejar anjing kemudian anjingnya dibunuh. Binatang 
bukan subjek hukum dan tidak  tunduk  pada hukum. Jika 
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serangan anjing itu sudah demikian kerasnya, seseorang 
tidak melakukan pembelaan terpaksa melainkan dapat 
melakukan perbuatan karena daya paksa (overmacht). 
c. Menjalankan ketentuan Undang-Undang 
Dasar alasan pembenar karena menjalankan 
ketentuan  undang-undang dirumuskan dalam Pasal 50 
KUHP yakni : 
“Barangsiapa yang melakukan perbuatan untuk 
melaksanakan ketentuan undang-undang tidak dipidana.” 
Menurut Pompe, ketentuan undang-undang meliputi 
peraturan (verordening) dikeluarkan oleh penguasa yang 
berwenang untuk itu menurut undang-undang. Jadi, 
meliputi ketentuan yang berasal langsung dari pembuat 
undang-undang, dari penguasa yang mempunyai 
wewenang (bukan kewajiban) untuk membuat peraturan 
yang berdasar undang-undang.17 
Misalnya, undang-undang telah memberikan 
kewenangan pada penyidik untuk melakukan 
penangkapan dan penahanan terhadap seorang 
tersangka dengan memenuhi prosedur dan syarat-syarat 
yang juga ditetapkan (surat perintah).  Dalam 
melaksanakan kewenangan yang diperintahkan oleh 
                                                          
17 Ibid, hlm. 69 
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undang-undang, penyidik  dapat melakukan wujud-wujud 
perbuatan tertentu seperti  memukul  bahkan menembak  
untuk melumpuhkan sepanjang diperlukan. 
d. Menjalankan perintah jabatan yang sah 
Pasal 51 ayat (1) KUHP yang berbunyi sebagai 
berikut: 
“Barangsiapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan 
perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang 
berwenang, tidak dipidana.” 
Tidak perlu, bahwa yang diberi perintah itu harus 
orang bawahan dari yang memerintah. Mungkin  sama 
pangkatnya, tetapi yang perlu ialah antara yang 
diperintah dengan yang memberi  perintah ada kewajiban 
untuk menaati perintah itu.18 
C. Tindak Pidana Pembunuhan  
1. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan 
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian 
pembunuhan adalah :19 
“pembunuhan menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah 
proses, perbuatan, atau cara membunuh (menghilangkan, 
menghabisi, mencabut nyawa)” 
 
                                                          
18 R.Soesilo, Op.cit, hlm. 67 
19 Dekdipbud,2005. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka : Jakarta, hlm. 257 
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Pembunuhan adalah kesengajaan menghilangkan nyawa 
orang lain, dan untuk menghilangkan nyawa orang lain itu 
seseorang pelaku harus melakukan suatu rangkaian tindakan  yang 
berakibat dengan meninggalnya orang lain. Opzet dari pelakunya 
harus ditujukan pada akibat berupa meninggalnya orang lain 
tersebut. 
Tindak pidana ini termasuk delik materiil (material delict), 
artinya untuk kesempurnaan tindak pidana ini tidak cukup dengan 
dilakukannya perbuatan, akan tetapi menjadi syarat juga adanya 
akibat dari perbuatan itu. Timbulnya akibat yang berupa hilangnya 
nyawa orang atau matinya orang dalam tindak  pidana  
pembunuhan merupakan syarat mutlak. 
2. Unsur-Unsur Pembunuhan 
Pembunuhan di atur dalam Pasal 338 KUHP, yakni : 
“Barangsiapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang 
lain dihukum karena pembunuhan dengan hukuman penjara 
selama-lamanya lima belas tahun.” 
 
Dari rumusan dalam Pasal 338 dalam KUHP, terdiri dari 
unsur-unsur : 
a. Unsur Subjektif : Dengan sengaja  
b. Unsur objektif : Menghilangkan nyawa orang lain  
Hilangnya nyawa seseorang harus dikehendaki, harus 
menjadi tujuan. Suatu perbuatan dilakukan dengan maksud atau 
tujuan atau niat untuk menghilangkan nyawa seseorang. Timbulnya 
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akibat hilangnya nyawa seseorang tanpa dengan sengaja atau 
bukan menjadi tujuannya atau maksud, tidak dapat dinyatakan 
sebagai pembunuhan. Jadi, dengan sengaja berarti mempunyai 
maksud atau niat atau tujuan untuk menghilangkan nyawa orang 
lain.20 
Dalam Kejahatan ini tidak dirumuskan perbuatannya tetapi 
hanya akibat dari perbuatannya yakni hilangnya nyawa seseorang. 
Hilangnya nyawa ini timbul akibat perbuatan tersebut. Untuk dapat 
dikatakan menghilangkan nyawa orang lain harus melakukan suatu 
perbuatan yang dapat menimbulkan akibat hilangnya nyawa.  
Wahyu Adnan mengemukakan bahwa :21 
“Untuk memenuhi unsur hilangnya nyawa orang lain harus 
ada perbuatan walaupun perbuatan tersebut, yang dapat 
mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Akibat dari 
perbuatan tersebut tidak perlu terjadi secepat mungkin  akan 
tetapi dapat timbul kemudian.” 
 
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Pembunuhan   
Kejahatan terhadap nyawa seseorang diatur dalam Bab XIX 
Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Kejahatan 
terhadap jiwa merupakan kejahatan yang bersifat materiil dimana 
akibatnya yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh 
Undang-Undang (tindak pidana materiil).22 
                                                          
20 H.A.K. Moch.Anwar,1986, Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP buku II), Alumni : 
Bandung, hlm.89 
21 Wahyu Adnan, Kejahatan Tehadap Tubuh dan Nyawa, Bandung, Gunung Aksara, 
2007, hlm 45. 
22 Ibid, hlm. 88 
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Kejahatan terhadap nyawa dalam KUHP dapat dibedakan 
atau dikelompokkan atas 2 dasar, yaitu : (1) atas dasar unsur 
kesalahannya dan (2) atas dasar objeknya (nyawa).23 
Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja 
disebut atau diberi kualifikasi sebagai pembunuhan, yang terdiri 
dari :24 
1. Pembunuhan biasa ( doodslag) 
Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja 
(pembunuhan), dimuat dalam Pasal 338 KUHP yang berbunyi : 
“Barangsiapa dengan sengaja menghilangkan jiwa orang 
lain, dihukum, karena makar mati, dengan hukuman 
penjara selama-lamanya lima belas tahun.” 
 
 
 
2. Pembunuhan yan diikuti, disertai atau didahului dengan tindak 
pidana lain  
Pembunuhan yang dimaksudkan ini adalah sebagaimana 
yang dirumuskan dalam Pasal 339 KUHP yakni : 
“Makar mati yang diikuti, disertai atau didahului dengan 
perbuatan yang dapa dihukum dan yang dilakukan denan 
maksud untuk menyiapkan atau memudahkan perbuatan 
itu atau jika tertangkap tangan akan melindungi dirinya 
atau kawan-kawannya daripada hukuman atau akan 
mempertahankan barang yang didapatinya dengan 
melawan hak, dihukum penjara seumur hidup atau penjara 
sementara selama-lamanya dua puluh tahun.” 
 
 
 
                                                          
23 Adami Chazawi, Op,cit, hlm. 55. 
24 Ibid, hlm. 56 
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3. Pembunuhan berencana (moord) 
Pembunuhan berencana, diatur dalam Pasal 340 KUHP 
yakni : 
“Barangsiapa dengan sengaja dan dengan direncanakan 
lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain, dihukum, 
karena pembunuhan direncanakan (moord), dengan 
hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara 
sementara selama-lamanya dua puluh tahun.” 
 
4. Pembunuhan oleh Ibu terhadap bayinya pada saat atau tidak 
lama setelah dilahirkan 
Bentuk pembunuhan yang dilakukan oleh ibu terhadap 
bayinya pada saat dan tidak lama setelah dilahirkan, yang 
dalam praktik hukum sering disebut dengan pembunuhan bayi, 
ada dua macam, masing-masing dirumuskan dalam Pasal 341 
dan 342 KUHP. Pasal 341 adalah pembunuhan bayi yang 
dilakukan tidak dengan berencana (pembunuhan bayi biasa 
atau kinderdoodslag), sedangkan Pasal 342 adalah 
pembunuhan bayi yang dilakukan dengan rencana lebih dulu 
(kindermoord). 
a. Pembunuhan biasa oleh ibu terhadap bayinya pada saat 
atau tidak lama setelah dilahirkan 
Pembunuhan biasa oleh ibu terhadap bayinya 
sebagaimana yang dimuat dalam Pasal 341, yakni : 
“Seorang ibu yang dengan sengaja menghilangkan 
jiwa anaknya pada ketika dilahirkan atau tidak 
berapa lama sesudah dilahirkan, karena takut 
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ketahuan bahwa ia sudah melahirkan anak 
dihukum, karena makar mati terhadap anak 
(kinderdoodslag), dengan hukuman penjara selama-
lamanya tujuh tahun.” 
 
b. Pembunuhan Ibu terhadap bayinya pada saat atau tidak 
lama setelah dilahirkan dengan direncanakan lebih dulu  
Pembunuhan bayi berencana yang dimaksudkan 
adalah pembunuhan bayi sebagaimana yang dirumuskan 
dalam Pasal 342, yakni : 
“Seorang ibu yang dengan sengaja akan 
menjalankan keputusan yang diambilnya sebab 
takut ketahuan bahwa ia tidak lama lagi akan 
melahirkan anak, menghilangkan jiwa anaknya itu 
pada ketika dilahirkan atau tidak lama kemudian 
daripada itu, dihukum karena pembunuhan anak 
(kindermoord), yang direncanakan dengan hukuman 
penjara selama-lamanya sembilan tahun.” 
 
5. Pembunuhan atas permintaan korban  
Bentuk pembunuhan ini diatur dalam Pasal 344 KUHP, 
yang merumuskan sebagai berikut : 
“Barangsiapa menghilangkan jiwa orang lain atas 
permintaan orang itu sendiri, yang disebutkannya dengan 
nyata dan dengan sungguh-sungguh, dihukum penjara 
selama-lamanya dua belas tahun.” 
 
6. Penganjuran dan pertolongan pada bunuh diri 
 
Kejahatan yang dimaksud adalah dicantumkan dalam 
Pasal 345 KUHP, yang rumusannya : 
“Barangsiapa dengan sengaja menghasut orang lain untuk 
membunuh diri, menolongnya dalam perbuatan itu, atau 
memberikan daya upaya kepadanya untuk itu, maka jika 
orang itu jadi membunuh diri, dihukum penjara selama-
lamanya empat bulan.” 
24 
 
7. Pengguguran dan pembunuhan kandungan  
Kejahatan pengguguran dan pembunuhan terhadap 
kandungan (doodslag op een ongeborn vrucht) diatur dalam 4 
Pasal yakni : Pasal 346, 347, 348, dan 349 KUHP. 
Objek kejahatan ini adalah kandungan, yang dapat berupa 
sudah berbentuk makhluk yakni manusia, berkaki dan 
bertangan dan berkepala (voldragen vrucht) dan dapat juga 
belum berbentuk manusia (onvoldragen vrucht). 
a. Pengguguran dan pembunuhan kandungan olehnya 
sendiri 
Pengguguran dan pembunuhan kandungan oleh 
perempuan yang mengandung itu sendiri, dicantumkan 
dalam Pasal  346 KUHP, yakni : 
“Perempuan yang dengan sengaja menyebabkan 
gugur atau mati kandungannya atau menyuruh 
orang lain untuk itu, dihukum penjara selama-
lamanya empat tahun.” 
 
b. Pengguguran dan pembunuhan kandungan tanpa 
persetujuan perempuan yang mengandung 
Kejahatan ini dicantumkan dalam Pasal 347 KUHP 
yang rumusannya adalah : 
“(1) Barangsiapa dengan sengaja menyebabkan 
gugur atau mati kandungannya seorang perempuan 
tidak dengan izin perempuan itu, dihukum penjara 
selama-lamanya dua belas tahun. (2) Jika karena 
perbuatan itu perempuan itu jadi mati, dia dihukum 
penjara selama-lamanya lima belas tahun.” 
25 
 
c. Pengguguran dan pembunuhan atas persetujuan 
perempuan yang mengandung  
Kejahatan ini dirumuskan dalam Pasal 348 KUHP, 
yakni : 
“(1) Barangsiapa dengan sengaja menyebabkan 
gugur atau mati kandungannya seorang perempuan 
dengan izin perempuan itu dihukum penjara 
selama-lamanya lima tahun enam bulan. (2) Jika 
karena perbuatan itu perempuan itu jadi mati, dia 
dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun.” 
 
d. Pengguguran atau pembunuhan kandungan oleh dokter, 
bidan atau juru obat 
Dokter, bidan dan juru obat adalah kualitas pribadi 
yang melekat pada subjek hukum (petindak) dari 
kejahatan sebagaimana yang dicantumkan dalam Pasal 
349 KUHP, yakni : 
“Jika seorang tabib, dukun beranak atau tukang 
obat membantu dalam kejahatan yang tersebut 
dalam Pasal 346, atau bersalah atau membantu 
dalam salah satu kejahatan yang diterangkan dalam 
Pasal 347 dan 348, maka hukuman yang ditentukan 
dalam pasal itu dapat ditambah dengan 
sepertiganya dan dapat ia dipecat dari jabatannya 
yang digunakan untuk melakukan kejahatan itu.” 
 
4. Pembunuhan Berencana 
 
Pembunuhan dengan rencana lebih dulu atau disingkat 
dengan pembunuhan berencana, adalah pembunuhan yang paling 
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berat ancaman pidananya dari seluruh bentuk kejahatan terhadap 
nyawa manusia, diatur dalam Pasal 340 KUHP.25  
Pasal 340 KUHP, berbunyi : 
“Barangsiapa dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih 
dahulu menghilangkan jiwa orang lain, dihukum, karena 
pembunuhan direncanakan (moord), dengan hukuman mati 
atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-
lamanya dua puluh tahun.”26 
 
Direncanakan lebih dahulu (voorbedacbte rade) artinya antara 
timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu 
masih ada tempo bagi si pembuat untuk dengan tenang 
memikirkan misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu 
akan dilakukan.  
Dari rumusan dalam Pasal 340 dalam KUHP, terdiri dari 
unsur-unsur : 
a. Unsur Subjektif : 
1) Dengan sengaja  
2) Dan dengan dirancang terlebih dahulu 
b. Unsur objektif 
1) Perbuatan : menghilangkan nyawa  
2) Objeknya : nyawa orang lain. 
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Pembunuhan berencana terdiri dari pembunuhan dalam arti 
pasal 338 ditambah dengan adanya unsur dengan rencana terlebih 
dahulu.  
Perbedaan antara pembunuhan dengan pembunuhan 
dirancang terlebih dahulu terletak dalam apa yang terjadi di dalam 
diri si pelaku sebelum pelaksanaan menghilangkan jiwa seseorang 
(kondisi pelaku). Di dalam pembunuhan biasa pengambilan 
putusan untuk menghilangkan jiwa seseorang dan pelaksanaannya 
merupakan suatu kesatuan, sedangkan pada pembunuhan 
dirancangkan terlebih dulu kedua hal itu terpisah oleh suatu jangka 
waktu yang diperlukan guna berpikir secara tenang tentang 
pelaksanaannya, juga waktu untuk memberi kesempatan guna 
membatalkan pelaksanaannya.27   
Mengenai unsur dengan rencana terlebih dahulu, pada 
dasarnya mengandung 3 syarat/unsur, yaitu :28 
1) Memutuskan kehendak dalam suasana tenang. 
2) Ada tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya 
kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak. 
3) Pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana 
tenang. 
 
Memutuskan kehendak dalam suasana tenang, adalah pada 
saat memutuskan kehendak untuk membunuh itu dilakukan dalam 
suasana batin yang tenang. Suasana (batin) yang tenang, adalah 
suasana tidak tergesa-gesa atau tiba-tiba, tidak dalam keadaan 
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terpaksa dan emosi yang tinggi. Sebagai indikatornya ialah 
sebelum memutuskan kehendak untuk membunuh itu, telah 
dipikirnya dan dipertimbangkannya, telah dikaji untung dan ruginya. 
Ada tenggang waktu yang cukup, antara sejak 
timbulnya/diputuskannya kehendak sampai pelaksanaan keputusan 
kehendaknya itu. Waktu yang cukup ini adalah relatif, dalam arti 
tidak diukur dari lamanya waktu tertentu, melainkan bergantung 
pada keadaan atau kongkret yang berlaku.  
Mengenai syarat ketiga, berupa pelaksanaan pembunuhan itu 
dilakukan dengan suasana (batin) tenang. Suasana hati dalam saat 
melaksanakan pembunuhan itu tidak dalam suasana yang tergesa-
gesa, amarah yang tinggi, rasa takut yang berlebihan dan lain 
sebagainya.  
Ketiga unsur dengan rencana lebih dulu tersebut bersifat 
kumulatif dan saling berhubungan dan tidak terpisahkan. Sebab 
bila sudah terpisah/terputus, maka sudah tidak ada lagi dengan 
rencana terlebih dahulu. 
M.H. Tirtaamidjaja, mengutarakan “direncanakan terlebih 
dahulu” antara lain sebagai berikut :29 
“bahwa ada suatu jangka waktu,bagaimanapun pendeknya 
untuk mempertimbangkan, untuk berfikir dengan tenang.” 
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Adanya pendapat yang menyatakan bahwa unsur  “dengan 
direncanakan terlebih dahulu” adalah bukan bentuk  kesengajaan, 
akan tetapi berupa cara membentuk kesengajaan. 
Sebagaimana diungkapkan Hermien HK menyatakan  bahwa 
unsur ini bukan merupakan bentuk opzet, tapi cara membentuk 
opzet, yang mana mempunyai 3 syarat, yaitu:30 
a) “Opzet”nya itu dibentuk dengan direncanakan terlebih 
dahulu; 
b) Dan setelah orang merencanakan (opzetnya) itu terlebih 
dahulu, maka yang penting ialah caranya “opzet” itu 
dibentuk (de vorm waarin opzet wordt gevormd), yaitu 
harus dalam keadaan yang tenang, 
c) Dan pada umumnya, merencanakan pelaksanaan “opzet” 
itu memerlukan jangka waktu yang agak lama. 
 
Dengan memperhatikan pengertian dan syarat dari unsur 
direncanakan terlebih dahulu sebagaimana yang telah diterangkan 
di atas, tampaknya proses terbentuknya direncanakan terlebih 
dahulu (berencana) memang lain dengan terbentuknya 
kesengajaan (kehendak). 
Proses terbentuknya berencana memerlukan dan melalui 
syarat-syarat tertentu. Sedangkan terbentuknya kesengajaan tidak 
memerlukan syarat-syarat sebagaimana syarat yang diperlukan 
bagi terbentuknya unsur “dengan rencana terlebih dahulu”. 
Terbentuknya kesengajaan, seperti kesengajaan pada Pasal 338 
cukup terbentuk secara tiba-tiba. 
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Umumnya pembunuhan dengan racun merupakan moord atau 
difikirkan lebih dahulu karena harus mencari racun dan bagaimana 
memasukkan ke dalam makanan atau minuman. Begitu pula 
pembunuhan dengan menggunakan bom (rakitan). 
Contoh “seseorang menyuntikkan racun ke sebuah nenas, lalu 
menyerahkan kepada orang lain dan dimakan yang mengakibatkan 
kematiannya”.Jelas pembunuhan yang difikirkan lebih dulu karena 
harus mencari racun dan berfikir dimasukkan ke mana. 
Dalam KUHP Federasi Rusia, delik pembunuhan dengan 
pemberatannya, diatur secara terperinci dan beberapa macam. 
Dikenal :31 
1) Pembunuhan dua atau lebih orang (di Indonesia dan 
Belanda) berlaku  aturan  concursus  atau  gabungan  
tindak  pidana  dengan penambahan pidana dengan 
sepertiga. 
2) Pembunuhan terhadap orang atau keluarganya dalam  
aktivitas resmi orang itu atau dalam menjalankan tugas 
publik. 
3) Pembunuhan terhadap orang yang diketahui oleh 
pembunuh dalam keadaan tidak berdaya dan juga 
pembunuhan  melalui  penculikan atau untuk menahan 
sandera. 
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4) Pembunuhan terhadap perempuan yang diketahui oleh 
pembunuh dalam keadaan hamil. 
5) Pembunuhan yang dilakukan dengan sangat kejam. 
6) Pembunuhan yang dilakukan secara umum dan sangat 
berbahaya. 
7) Pembunuhan yang dilakukan oleh sekelompok orang  
melalui persekongkolan atau kelompok terorganisasikan. 
8) Pembunuhan dengan motif tanpa kasihan dengan 
menyewa, atau disertai dengan perampokan dengan 
kekerasan,  pemerasan  atau secara bandit. 
9) Pembunuhan yang dilakukan dengan sangat jahat. 
10) Pembunuhan yang dilakukan untuk menyembunyikan  
kejahatan lain atau untuk memudahkan pelaksanaannya  
dan  juga pembunuhan  yang  disertai  dengan  perkosaan  
atau  tindakan seksual yang lain. 
11) Pembunuhan yang dilakukan karena alas an nasional, 
rasial, atau kebencian agama atau permusuhan darah. 
12) Pembunuhan dengan tujuan untuk memperoleh organ atau 
jaringan tubuh. 
Oleh karena semua gejala pembunuhan kejam seperti ini 
sudah banyak terjadi maka perlu difikirkan, bahwa pemberatan 
pidana delik pembunuhan dirinci juga dalam KUHP baru. Untuk itu 
perlu hal semacam ini dijadikan pedoman pemidanaan delik 
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pembunuhan sebagai “hal-hal yang memberatkan pidana” dalam 
dasar pertimbangan hakim. 
D. Pemidanaan 
1. Pengertian Pemidanaan  
Pemidanaan diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan 
juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” 
pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “pemidanaan” 
diartikan sebagai penghukuman. Pidana dijatuhkan bukan karena 
telah berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat 
jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa. 
Pemidanaan adalah tindakan yang diambil oleh Hakim untuk 
memidana seorang terdakwa melalui putusannya. Pemidanaan 
bukan dimaksudkan sebagai upaya balas dendam melainkan 
sebagai upaya pembinaan bagi seorang pelaku kejahatan 
sekaligus sebagai upaya preventif terhadap kejahatan serupa.32 
Pemberian pidana atau pemidanaan dapat benar-benar 
terwujud apabila melihat beberapa tahap perencanaan sebagai 
berikut :33 
1. Pemberian pidana oleh pembuat undang-undang 
2. Pemberian pidana oleh badan yang berwenang 
3. Pemberian pidana oleh instansi pelaksana yang 
berwenang. 
                                                          
32 Amir Ilyas, Op.cit, hlm.95 
33 Ibid., hlm 95. 
33 
Dalam masalah pemidanaan dikenal dua sistem atau cara 
yang biasa diterapkan mulai dari jaman W.V.S. Belanda sampai 
dengan sekarang yakni dalam KUHP :34 
1. Bahwa orang yang dipidana harus menjalani pidananya di 
dalam tembok penjara. Ia harus diasingkan dari 
masyarakat ramai terpisah dari kebiasaan hidup 
sebagaimana layaknya mereka bebas. Pembinaan bagi 
terpidana juga harus dilakukan dibalik tembok penjara. 
2. Bahwa selain narapidana, mereka juga harus dibina untuk 
kembali bermasyarakat atau rehabilitasi /resosialisasi. 
 
Secara umum tujuan pemidanaan mempunyai tujuan ganda, 
yaitu:35 
a.  Tujuan perlindungan masyarakat, untuk merehabilitasi 
dan meresosialisasikan si terpidana, mengembalikan 
keseimbangan yang terganggu akibat tindak pidana 
(reaksi  adat) sehingga konflik yang ada dapat selesai; 
b. Tujuan yang bersifat spiritual Pancasila yaitu bahwa 
pemidanaan bukan dimaksudkan untuk menderitakan  
dan dilarang untuk merendahkan martabat manusia. 
 
2. Teori Tujuan Pemidanaan 
Ada beberapa teori-teori yang telah dirumuskan oleh para ahli 
untuk menjelaskan secara mendetail mengenai pemidanaan dan 
tujuan sebenarnya untuk apa pemidanaan itu dijatuhkan. Alasan 
pemidanaan dapat digolongkan dalam tiga golongan pokok, yaitu 1) 
Teori Absolut atau teori pembalasan, 2) Teori Relatif atau teori 
Tujuan, dan 3) Teori Gabungan. 
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1) Teori Absolut atau teori pembalasan 
Teori ini menganggap sebagai dasar dari hukuman 
pidana adalah alam pikiran untuk pembalasan. Teori 
pembalasan membenarkan pemidanaan karena seorang 
telah melakukan tindak pidana.  
Menurut Kant mengemukakan bahwa pembalasan atau 
suatu perbuatan melawan hukum adalah suatu syarat mutlak 
menurut hukum dan keadilan, hukuman mati terhadap 
penjahat yang melakukan pembunuhan berencana mutlak 
dijatuhkan.36 
Lebih lanjut, Hegel berpendapat bahwa Hukum atau 
keadilan merupakan suatu kenyataan (sebagai these). Jika 
seseorang melakukan kejahatan atau penyerangan terhadap 
keadilan, berarti ia mengingkari kenyataan adanya hukum, 
oleh karena itu harus diikuti oleh suatu tindak pidana berupa 
ketidakadilan bagi pelakunya atau mengembalikan suatu 
keadilan atau kembali tegaknya hukum. 
2) Teori Relatif atau teori Tujuan 
Teori ini mendasarkan pandangan kepada maksud dari 
pemidanaan, yaitu untuk perlindungan masyarakat atau 
pencegahan terjadinya kejahatan. Artinya, dipertimbangkan 
juga pencegahan untuk masa mendatang. Penganjur teori ini 
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antara lain Paul Anselm van Reuerbach yang 
mengemukakan hanya dengan mengadakan ancaman 
pidana saja tidak akan memadai, melainkan diperlukan 
penjatuhan pidana kepada si penjahat.37 
Terdapat tujuan-tujuan dari pemidanaan oleh Paul 
Anselm Von Feuerbach, yakni : 
a) Untuk menakuti  
Hukuman itu harus diberikan sedemikian 
rupa/cara, sehingga orang takut untuk melakukan 
kejahatan.  
b) Untuk memperbaiki 
Hukuman yang dijatuhkan dengan tujuan untuk 
memperbaiki si terhukum sehingga di kemudian hari 
ia menjadi orang yang berguna bagi masyarakat 
dan tidak akan melanggar pula peraturan hukum. 
c) Untuk melindungi 
Tujuan hukuman adalah melindungi 
masyarakat terhadap perbuatan - perbuatan jahat. 
Dengan diasingkannya si penjahat itu untuk 
sementara, masyarakat dilindungi dari perbuatan - 
perbuatan jahat orang itu.  
 
3) Teori Gabungan 
Teori gabungan ini merupakan teori perpaduan antara 
teori absolut dan teori relatif. Teori ini tidak hanya 
menitikberatkan bahwa tujuan pemidanaan adalah sekedar 
pembalasan tetapi  juga ada unsur prevensi dan unsur 
memperbaiki penjahat  yang  melekat pada tiap pidana.  
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Teori ketiga ini muncul karena terdapat kelemahan 
dalam teori absolut dan teori relatif, kelemahan kedua teori 
tersebut adalah :38 
Kelemahan Teori absolut : 
a) Dapat menimbulkan ketidakadilan. Misalnya pada 
pembunuhan tidak semua pelaku pembunuhan 
dijatuhi pidana mati, melainkan harus 
dipertimbangkan berdasarkan alat-alat bukti yang 
ada. 
b) Apabila yang menjadi dasar teori ini adalah untuk 
pembalasan, maka mengapa hanya negara saja 
yang memberikan pdana ? 
 
Kelemahan teori relatif : 
a) Dapat menimbulkan ketidakadilan pula. Misalnya 
untuk mencegah kejahatan itu dengan jalan 
menakut-nakuti, maka mungkin pelaku kejahatan 
yang ringan dijatuhi pidana yang berat sekadar 
untuk menakut-nakuti saja, sehingga menjadi tidak 
seimbang. Hal mana bertentangan dengan keadilan 
b) Kepuasan masyarakat diabaikan. Misalnya jika 
tujuan itu semata-mata untuk memperbaiki 
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sipenjahat, masyarakat yang membutuhkan 
kepuasan dengan demikian diabaikan. 
c) Sulit untuk dilaksanakan dalam praktik. Bahwa 
tujuan mencegah kejahatan dengan jalan menakut-
nakuti itu dalam praktik sulit dilaksanakan. Misalnya 
terhadap residive. 
Dengan munculnya teori gabungan ini, maka terdapat 
perbedaan pendapat dikalangan para ahli (hukum pidana) 
ada yang menitikberatkan pembalasan, ada pula yang ingin 
unsur pembalasan dan prevensi seimbangan. Yang pertama, 
yang menitikberatkan unsur pembalasan dianut oleh pompe. 
Pompe menyatakan :39 
Orang tidak menutup mata pada pembalasan. Memang, 
pidana dapat dibedakan dengan sanksi-sanksi lain, 
tetapi tetap ada ciri-cirinya, dan tidak dapat dikecilkan 
artinya bahwa pidana adalah suatu sanksi, dan dengan 
demikian terikat dengan tujuan sanksi-sanksi itu. Dan 
karena hanya akan diterapkan jika menguntungkan 
pemenuhan kaidah-kaidah dan berguna bagi 
kepentingan umum. 
 
Grotius mengembangkan teori gabungan yang 
menitikberatkan keadilan mutlak yang diwujudkan dalam 
pembalasan, tetapi yang berguna bagi masyarakat. Dasar 
tiap-tiap pidana ialah yang berat sesuai dengan beratnya 
perbuatan yang dilakukan oleh terpidana. Tetapi sampai 
batas mana beratnya pidana yang beratnya perbuatan yang 
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dilakukan oleh terpidana dapat diukur, ditentukan oleh apa 
yang berguna bagi masyarakat. 
Teori yang dikemukakan oleh Grotius tersebut 
dilanjutkan oleh Rossi dan kemudian Zwnvenbergen, yang 
mengatakan bahwa makna tiap-tiap pidana ialah 
pembalasan tetapi maksud tiap-tiap pidana melindungi tata 
hukum. Pidana mengembalikan hormat terhadap hukum dan 
pemerintahan.40 
Teori gabungan yang kedua yaitu menitikberatkan 
pertahanan tata tertib masyarakat. Teori ini tidak boleh lebih 
berat daripada yang ditimbulkannya dan gunanya juga tidak 
boleh lebih besar daripada yang seharusnya. 
Pidana bersifat pembalasan karena ia hanya dijatuhkan 
terhadap delik-delik, yaitu perbuatan yang dilakukan secara 
sukarela, pembalasan adalah sifat suatu pidana tetapi bukan 
tujuan. Tujuan pidana ialah melindungi kesejahteraan 
masyarakat. 
Menurut Vos, “pidana berfungsi sebagai prevensi 
umum, bukan yang khusus kepada terpidana, karena jika ia 
sudah pernah masuk penjara ia tidak terlalu takut lagi, 
karena sudah berpengalaman”. Teori gabungan yang ketiga, 
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yaitu yang memandang pembalasan dan pertahanan tata 
tertib masyarakat. 
E. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan 
Pidana hanya dapat dijatuhkan apabila ada kesalahan terdakwa, 
yang dibuktikan pada sidang pengadilan. Kesalahan terdakwa  
tentunya sebagaimana yang termaksud dalam dakwaan penuntut 
umum.  
Terdakwa bukan begitu saja dapat dinyatakan bersalah dan 
dijatuhi pidana, tetapi harus didukung oleh alat bukti minimum yang 
sah. Alat bukti minimum itu harus dapat meyakinkan Hakim akan 
kesalahan terdakwa. 
Hal  tersebut sesuai dengan rumusan Pasal 183 KUHAP  yang 
menegaskan bahwa : 
Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang  
kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang  
sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-
benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah 
melakukannya. 
 
 Dalam hal itu, Undang-undang menghendaki adanya minimum 
alat bukti yaitu dua alat bukti yang dapat meyakinkan Hakim akan 
kesalahan terdakwa dan tindak pidana yang dilakukannya. 
Maksud sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah  tersebut 
adalah minimal dua alat bukti yang sah menurut  KUHAP.  Pasal  184 
ayat (1) KUHAP, menyebut alat bukti yang sah adalah : 
1) keterangan saksi,  
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2) keterangan ahli,  
3) surat,  
4) petunjuk, dan  
5) keterangan terdakwa. 
1. Dasar Pemberatan Pidana 
Menurut Jonkers, dasar umum dari “strafverhogingsgronden” 
atau dasar pemberatan atau penambahan pidana umum adalah :41 
a. Kedudukan sebagai pegawai negeri 
b. Recideive (Penggulangan delik) 
c. Samenloop (gabungan atau perbarengan dua atau lebih  
delik) atau concorcus. 
Penambahan hukuman berdasarkan Undang-undang 
ditentukan sebagai berikut : 
a) Dalam hal Concursus, sebagaimana ditentukan dalam 
Pasal 65 KUH Pidana : 
(1) Dalam gabungan beberapa perbuatan yang harus 
dipandang sebagai perbuatan yang  berdiri sendiri-
sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, 
yang diancam  dengan hukuman utama yang sejenis, 
maka dijatuhkan hanya satu pidana; 
(2) Maksimum pidana yang dijatuhkan ialah jumlah 
maksimum pidana-pidana yang diancamkan terhadap 
perbuatan itu,akan tetapi tidak boleh lebih dari 
maksimum pidana yang terberat ditambah 
sepertiganya. 
 
 
 
 
                                                          
41 Zainal Abidin Farid, 2007. Hukum Pidana I. Sinar Grafika : Jakarta, hlm. 427 
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Dan Pasal 66 KUH Pidana yang berbunyi: 
(1) Dalam gabungan beberapa perbuatan yang masing-
masing harus dipandang sebagai perbuatan yang 
berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa 
kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang 
tidak sejenis, maka dijatuhkan pidana atas tiap-tiap 
kejahatan, tetapi jumlahnya tidak  boleh  lebih  dari 
maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga. 
(2) Hukuman denda dalam hal ini dihitung menurut 
lamanya maksimum pidana kurungan pengganti 
denda yang ditentukan untuk perbuatan itu. 
 
b) Dalam hal  Recidive, Berdasarkan Pasal 486, 487, dan 488 
KUH Pidana. 
Undang-Undang mengatur tentang tiga dasar yang 
menyebabkan diperberatnya pidana umum, ialah :42 
1) Dasar pemberatan karena jabatan  
2) Dasar pemberatan karena menggunakan bendera 
kebangsaan 
3) Dasar pemberatan karena pengulangan (recidive) 
 
Pemberatan pidana karena jabatan ditentukan dalam 
pasal 52 KUHP yang rumusan lengkapnya adalah : 
“Bilamana seorang pejabat karena melakukan tindak 
pidana melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya, 
atau waktu melakukan tindak pidana memakai kekuasaan, 
kesempatan atau sarana yang diberikan kepadanya karena 
jabatannya, pidananya dapat ditambah sepertiga”. 
Dasar pemberatan pidana tersebut dalam pasal 52 ini 
adalah terletak pada keadaan jabatan dari kualitas si 
                                                          
42 Adami Chazawi, 2002. Pelajaran Hukum Pidana ,Bagian 2; Penafsiran Hukum Pidana, 
Dasar Peniadaan, Pemberatan & Peringanan, Kejahatan Aduan, Perbarengan & Ajaran 
Kasualitas.PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta, hlm. 73 
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pembuat (pejabat atau pegawai negeri) mengenai 4 
(empat) hal, ialah dalam melakukan tindak pidana dengan : 
a. Melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya 
b. Memakai kekuasaan jabatannya 
c. Menggunakan kesempatan karena jabatannya 
d. Menggunakan sarana yang diberikan karena 
jabatannya 
Melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan 
sarana bendera kebangsaan dirumuskan dalam Pasal 52 a 
KUHP yang bunyi lengkapnya adalah :43 
“Bilamana pada waktu melakukan kejabatan 
digunakan bendera kebangsaan Republik Indonesia, 
pidan untuk kejabatan tersebut dapat ditambah 
sepertiga.” 
 
Dalam pasal 52a ini tidak ditentukan tentang 
bagaimana caranya dalam menggunakan bendera 
kebangsaan pada waktu melakukan kejahatan itu, oleh 
sebab itu dapat dengan menggunakan cara apapun, yang 
penting kejahatan tersebut terwujud. 
Oleh karena dalam pasal 52a ini disebutkan secara 
tegas penggunaan bendera kebangsaan itu adalah waktu 
melakukan kejahatan, maka disini tidak berlaku pada 
pelanggaran. Disini berlaku pada kejahatan manapun, 
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termasuk kejahatan menurut perundang-undangan di luar 
KUHP. 
Pengulangan dalam arti hukum pidana, yang 
merupakan dasar pemberat pidana, tidaklah cukup hanya 
melihat berulangnya melakukan tindak pidana, tetapi 
dikaitkan pada syarat-syarat tertentu yang ditetpkan 
Undang-undang. 
Undang-Undang sendiri tidak mengatur tentang 
pengulangan umum (general recidive) yang artinya 
menentukan pengulangan berlaku untuk dan terhadap 
semua tindak pidana. Mengenai pengulangan ini KUHP 
mengatur sebagai berikut :44 
a. Pertama, menyebutkan dengan pengelompokkan 
dengan tindak-tindak pidana tertentu dengan syarat-
syarat tertentu yang dapat terjadi pengulangannya. 
Pengulangan hanya terbatas pada tindak pidana 
tertentu yang disebutkan dalam Pasal 486, 487, 488 
KUHP; dan 
b. Di luar kelompok kejahatan dalam Pasal 386, 387, 
dan 388, KUHP juga menentukan beberapa tindak 
pidana khusus tertentu yang dapat terjadi 
pengulangan, misalnya Pasal 216 ayat 3, 489 ayat 
(2), 495 ayat (2) , 501 ayat (2), 512 ayat (3). 
 
Pada tindak pidana lain yang tidak masuk pada yang 
diterangkan pada butir a dan b tersebut di atas, tidak dapat 
terjadi pengulangan. 
 
Oleh karena itu tidak mengenal general recidive inilah 
maka pengaturannya tidak dimuat dalam Buku I melainkan 
                                                          
44 Ibid, hlm.81 
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dikelompokkan pada ketiga pasal tersebut dalam Buku II 
dan pasal-pasal tertentu lainnya dalam Buku II (kejahatan) 
maupun Buku III (pelanggaran). 
2. Dasar Peringanan Pidana 
Pengurangan hukuman berdasarkan ketentuan Undang-
Undang adalah sebagai berikut : 
(1)  Dalam  hal  umur yang  masih muda (incapacity or infacy), 
berdasarkan Pasal 47 ayat (1)  KUH  Pidana yang berbunyi 
sebagai berikut. “Jika Hakim menghukum sitersalah, maka 
maksimum hukuman pokok bagi tindak pidana itu, dikurangi 
sepertiga.” 
(2) Dalam hal percobaan melakukan kejahatan, berdasarkan 
Pasal 53 ayat (2) KUH Pidana yang berbunyi sebagai 
berikut.  
“Maksimum hukuman pokok yang ditentukan atas 
kejahatan itu dikurangi sepertiganya  dalam  hal 
percobaan.” 
 
(3) Dalam hal membantu melakukan kejahatan, berdasarkan  
Pasal 57 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut. 
“Maksimum hukuman pokok yang ditentukan atas 
kejahatan itu, dikurangi sepertiga bagi pembantu.” 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
A. Lokasi Penelitian 
Untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan berkaitan 
dengan permasalahan dan pembahasan penulisan skripsi ini, maka 
penulis akan melakukan penelitian dengan memilih lokasi penelitian di 
Kota Baubau. Pengumpulan data dan informasi akan dilaksanakan di 
Pengadilan Negeri Baubau. Lokasi penelitian dipilih dengan 
pertimbangan  bahwa Pengadilan Negeri tersebut merupakan tempat 
diputus perkara  Nomor : 123/Pid.B/2013/PN.BB. yang merupakan 
objek sasaran kasus yang diangkat oleh penulis. 
 
B. Jenis dan Sumber Data 
1. Data primer, yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara 
langsung, dalam hal ini berupa data yang terhimpun dari pihak 
yang terkait.  
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari hasil kajian pustaka, 
berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, bahan-bahan 
laporan, majalah-majalah, artikel serta bahan literatur lainnya yang 
berhubungan dengan pembahasan skripsi ini. 
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C. Teknik Pengumpulan Data 
Adapun teknik pengumpulan data dari penelitian ini, yaitu : 
1. Penelitian Pustaka (Library Research) 
Penelitian ini dilaksanakan dengan mengumpulkan data dari 
landasan teoritis dengan mempelajari buku-buku, karya ilmiah, 
artikel-artikel serta sumber bacaan lainnya yang ada hubungannya 
dengan permasalahan yang ada hubungannya dengan 
permasalahan yang diteliti. 
2. Penelitian Lapangan (Field Research) 
Penelitian ini dilakukan langsung di lokasi penelitian dengan 
melakukan wawancara untuk mengumpulkan data primer pada 
instansi atau pihak yang berkaitan langsung dengan penelitian ini. 
D. Analisis Data  
Data-data yang telah diperoleh baik dari data primer maupun 
sekunder, dianalisis secara kualitatif. Selanjutnya data tersebut 
dituliskan secara deskriptif guna memberikan pemahaman yang jelas 
dan terarah dari hasil penelitian.  
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN 
A. Penerapan Hukum Pidana Materiil Terhadap Kasus Tindak Pidana 
Pembunuhan Berencana dalam Putusan Nomor : 
123/Pid.B/2013/Pn.BB 
Untuk mengetahui penerapan hukum pidana materiil terhadap 
kasus tindak pidana pembunuhan berencana yang diteliti, penulis 
terlebih dahulu akan menjelaskan tentang hukum pidana materiil. 
Hukum pidana materiil terdiri dari peraturan-peraturan yang 
menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk kedalam 
tindak pidana, siapa yang dapat dihukum serta menentukan hukuman 
apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya. 
Menurut Tirtaamidjaja, Hukum Pidana Materiil adalah :45 
“Kumpulan aturan hukum yang menentukan pelanggaran pidana, 
menetapkan syarat-syarat bagi pelanggaran pidana untuk dapat 
dihukum, menunjukan orang yang dapat dihukum dan 
menetapkan hukuman atas pelanggaran pidana.” 
 
Pada hakikatnya,hukum pidana materiil berisi larangan atau 
perintah yang jika tidak dipatuhi dan diancam dengan sanksi.   
Sebelum penulis menguraikan mengenai telah sesuai atau belum 
penerapan hukum pidana materiil dalam kasus putusan No 
123/Pid.B/2013/PN.BB, maka perlu diketahui terlebih dahulu posisi  
                                                          
45 Leden Marpaung, Op.cit, hal. 2 
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kasus, dakwaan Penuntut Umum, Tuntutan JPU, Amar Putusan, yakni 
sebagai berikut : dan 
1. Posisi Kasus 
Pada hari minggu tanggal 03 Februari 2013, telah terjadi 
pembunuhan bertempat di WC Umum Pasar Wameo, Kec. Batupoaro, 
Kota Baubau. 
Awal mula kejadian tersebut yakni pada pukul 05.00 wita, 
terdakwa berangkat dari rumah kontrakan di daerah Mesjid Tomba, 
dengan berjalan kaki menuju Pasar Wameo dengan membawa parang 
yang sudah ia persiapkan terlebih dahulu.  
Setelah tiba di Pasar Wameo, terdakwa mencari korban akan 
tetapi dia belum melihat korban ada di sekitar WC Umum Pasar 
Wameo. Terdakwa lalu menyimpan parang yang dia bawa untuk 
membunuh korban di samping WC Umum Pasar Wameo. Kemudian 
Terdakwa pergi melaksanakan sholat di mesjid yang ada di Pasar 
Wameo.  
Setelah melaksanakan sholat, terdakwa kembali ke WC Umum 
dan melihat korban yang sudah berada di ruangan, korban pada saat 
itu sementara duduk dan sambil memegang HPnya. Terdakwa lalu 
mengambil parang yang telah dia simpan kemudian dia selipkan ke 
dalam kain sarung yang dia gunakan. Terdakwa sempat bertanya 
kepada korban yaitu mengapa setiap kali terdakwa menelpon tidak 
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pernah diangkat oleh korban, tetapi korban tidak menjawab dan hanya 
memainkan HPnya.  
Kemudian terdakwa mengambil parang yang dia sembunyikan 
tadi dan mengayunkan parang tersebut ke arah tengkuk/leher  korban 
sebelah kanan sebanyak dua kali. Korban sempat melawan dengan 
cara menendang terdakwa yang menyebabkan terdakwa sempat 
terjatuh. Lalu korban hendak mengambil parang terdakwa dalam 
keadaan oleng, melihat keadaan itu terdakwa langsung mengambil 
parang dan kembali memarangi korban pada bagian leher sebanyak 
satu kali. Kemudian terdakwa kembali mengayunkan parang ke arah 
tangan serta perut korban secara berkali-kali. Setelah itu terdakwa 
meninggalkan korban yang terduduk lunglai dan terdakwa pergi 
meninggalkan tempat kejadian perkara dengan berjalan kaki ke kota 
mara lalu naik ojek menuju Kantor Polisi. 
 
2. Dakwaan Penuntut Umum 
Adapun isi dakwaan Penuntut Umum yang diajukan dalam kasus 
ini yakni yang dilakukan oleh Terdakwa Wa Ode Sitiani Als Wa Ode 
Siti Samnia Als Mia Binti La Ode Tara sebagai berikut : 
a. Primair  
Bahwa ia Terdakwa Wa Ode Sitiani Als Wa Ode Siti Samnia 
Als Mia Binti La Ode Tara, pada hari minggu tanggal 03 Februari 
2013 sekitar pukul 05.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu 
waktu dalam Bulan Februari tahun 2013 bertempat di WC Umum 
Pasar Wameo, Kec.Batupoaro, Kota Baubau, atau setidak-tidaknya 
pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum 
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Pengadilan Negeri Baubau, telah dengan sengaja dan 
direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yaitu 
korban Mahmudin Als Arnol, yang dilakukan oleh terdakwa dengan 
cara-cara atau keadaan sebagai berikut : 
Bahwa berawal dari pertengkaran-pertengkaran yang sering 
terjadi antara terdakwa dengan saksi korban Mahmudin Alias Arnol 
yang disebabkan karena saksi korban sering berjanji manis kepada 
terdakwa dengan mengatakan akan membelikan rumah, 
mengatakan kalau istri pertamanya telah meninggal dunia, dan 
akan menikahinya secara resmi. Selain itu, terdakwa merasa sakit 
hati karena sering disuruh dan dipaksa menggugurkan 
kandungannya setiap kali hamil. Ketika terdakwa mengalami 
kehamilan yang ketiga, saat itu saksi korban kembali menyuruh 
terdakwa menggugurkan kandungannya, setelah menggugurkan 
kandungannya, ternyata saksi korban berniat menceraikannya dan 
akhirnya saksi korban menceraikannya secara agama pada tanggal 
1 Februari 2013 dimana pernikahan antara saksi korban dengan 
terdakwa ialah pernikahan secara sirih (tidak tercatat secara 
hukum); 
Berdasarkan atas sakit hati yang disebabkan oleh perbuatan 
korban tersebut di atas, maka pada tanggal 2 Februari 2013 
terdakwa pergi membeli parang di jembatan batu seharga Rp. 
75.000,- yang kemudian sekitar pukul 17.00 wita terdakwa pulang 
ke kamarnya dan menyimpan parang tersebut di samping kasur 
kamar, lalu terdakwa melakukan sholat magrib sekitar pukul 18.18 
wita setelah itu terdakwa menidurkan anaknya dan anak angkatnya 
dan langsung tertidur, sekitar pukul 21.00 wita terdakwa terbangun 
lalu melakukan sholat isya kemudian terdakwa membuatkan susu 
untuk anak angkatnya dan kembali untuk tidur; 
Selanjutnya keesokan harinya, tanggal 3 Februari 2013 sekitar 
pukul 01.30 wita dini hari, terdakwa terbangun dan melakukan 
sholat tahajud dan dilanjutkan dengan mengaji hingga pukul 03.00 
wita. Berselang 15 menit kemudian terdakwa mengambil parang 
yang sebelumnya disimpan di samping kasur dan membungkusnya 
dengan kerudung lalu terdakwa membawanya menuju Pasar 
Wameo melewati jalan depan SMA Negeri 1 Baubau hingga tiba ke 
Pasar Wameo tepatnya di WC Umum Pasar Wameo yang 
merupakan tempat kerja dari saksi korban Mahmudin Alias Arnol, 
namun pada saat itu terdakwa belum masuk ke dalam WC tersebut 
melainkan beristrahat di salah satu tempat jualan untuk melakukan 
sholat subuh; 
Kemudian setelah menunaikan sholat subuh, terdakwa 
beranjak menuju ke dalam WC Umum tersebut, dan melakukan 
pengintaian terhadap saksi korban, yang pada saat itu sedang 
menyapu, membuka pintu-pintu WC dan kemudian duduk istrahat 
sambil nonton TV dan main Hp. Melihat saksi korban lengah, 
51 
terdakwa secara perlahan mendekati saksi korban dan sembari 
mengeluarkan parang yang telah dibawa sebelumnya dari 
bungkusan kerudung, setelah terdakwa merasa jaraknya cukup 
dekat dengan saksi korban, terdakwa langsung mengayunkan 
parang yang dipegangnya kearah leher sebelah kanan korban 
sebanyak dua kali. Pada saat itu, saksi korban Mahmudin Alias 
Arnol langsung melakukan perlawanan dengan cara berdiri dan 
langsung menendang terdakwa; 
Selanjutnya saksi korban Mahmudin Alias Arnol hendak 
mengambil parang yang dipegang oleh terdakwa dengan kondisi 
tubuh yang oleng, melihat hal tersebut terdakwa langsung 
memarangi saksi korban kearah leher sebanyak satu kali sehingga 
menyebabkan saksi korban terduduk di kursi samping galon air 
minum dalam kamar jaga WC Umum Pasar Wameo tersebut. 
Setelah itu, terdakwa kembali memarangi saksi korban yang masih 
terkulai lemas di atas kursi plastic, secara berulang kali yang 
mengenai bagian kepala korban lalu memarangi lagi kedua tangan 
korban secara berulang, kemudian terdakwa langsung lari 
meninggalkan tempat kejadian tanpa memperhatikan kondisi 
korban, dengan menggunakan ojek ke Kantor Polres Baubau; 
Bahwa perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan korban 
Mahmudin Alias Arnol meninggal dunia dengan luka sebagaimana 
diterangkan di dalam “Visum Et Repertum” Nomor : 
353/019/II/2013, tanggal 1 Maret 2013 yang dibuat dan ditanda 
tangani oleh dr. Eka Dewi Lestari Soepono Hadi selaku Dokter 
Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Baubau dengan 
hasil pemeriksaan sebagai berikut : 
Hasil pemeriksaan luar : 
- Terdapat luka terbuka pada kepala sebelah kanan sampai 
belakang dengan ukuran bila kedua tepi luka dirapatkan akan 
membentuk garis sepanjang dua belas sentimeter dalam 
sampai tengkorak disertai pecah tengkorak sepanjang sepuluh 
sentimeter; 
- Terdapat luka terbuka pada leher bagian bawah telinga kanan 
bila kedua tepi luka dirapatkan akan membentuk garis; 
- Terdapat luka terbuka pada tengkorak mulai dari bawah 
telinga bagian kanan sampai pada bagian bawah kiri telinga 
dengan ukuran bila kedua tepi dirapatkan akan membentuk 
garis sepanjang sembilan belas sentimeter dalam sampai 
tulang leher; 
- Terdapat luka terbuka pada dahi bagian kanan sampai 
kelopak mata kanan dengan ukuran apabila kedua tepi luka 
dirapatkan akan membentuk garis sepanjang tiga belas 
sentimeter dalam sampai tulang tengkorak; 
- Terdapat luka terbuka dengan lengan kanan bagian bawah 
dari siku sampai pergelangan tangan dengan ukuran bila 
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kedua tepi luka dirapatkan akan membentuk garis sepanjang 
dua puluh sentimeter dalam sampai tulang lengan bawah; 
- Terdapat luka terbuka pada siku kanan dengan ukuran bila 
kedua tepi luka dirapatkan akan membentuk garis sepanjang 
sepuluh sentimeter dalam sampai tulang siku; 
- Terdapat luka terbuka dengan lengan tangan kanan atas 
dengan ukuran bila kedua tepi luka dirapatkan akan 
membentuk garis sepanjang dua belas sentimeter dalam 
setengah sentimeter; 
- Terdapat luka buntung pada pergelangan tangan kanan yang 
hanya menyisakan jaringan kulit sepanjang empat sentimeter; 
- Terdapat luka terbuka dengan lengan kiri bawah yang tersisa 
kulit sedikit otot; 
- Terdapat luka terbuka pada perut bagian atas dengan ukuran 
bila kedua tepi luka dirapatkan akan membentuk garis 
sepanjang tiga sentimeter dalam satu sentimeter; 
- Terdapat luka terbuka pada perut bagian samping kanan 
dengan ukuran bila kedua tepi luka dirapatkan akan 
membentuk garis sepanjang tujuh sentimeter dalam tiga 
sentimeter; 
- Terdapat luka terbuka pada perut bagian samping kanan 
dengan ukuran bila kedua tepi luka dirapatkan akan 
membentuk garis sepanjang dua belas sentimeter dalam lima 
sentimeter; 
- Terdapat tiga luka terbuka pada punggung kanan dengan 
ukuran masing-masing: 
a. Panjang sepuluh sentimeter dalam tiga sentimeter 
b. Panjang dua belas sentimeter dalam empat sentimeter 
sampai tulang bahu 
c. Panjang tujuh sentimeter dalam dua sentimeter 
Kesimpulan : 
Keadaan tersebut di atas akibat kekerasan tajam. 
 
Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan 
diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP. 
 
b. Subsidiair 
Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan 
diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP. 
 
c. Lebih Subsidiair 
 
Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan 
diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP. 
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3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum 
Pembacaan tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang 
dibacakan pada persidangan hari kamis tanggal 4 Juli 2013 dengan 
Nomor: PDM-096/RP-9/04/2012, yang pada pokoknya berpendapat 
bahwa Terdakwa Wa Ode Sitiani Als Wa Ode Siti Samnia Als Mia Binti 
La Ode Tara telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana 
pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu diatur dalam 
Dakwaan Primair, sehingga pada akhir tuntutan Jaksa Penuntut Umum 
meminta kepada Majelis Hakim untuk memutuskan : 
a. Menyatakan Terdakwa Wa Ode Sitiani Als Wa Ode Siti Samnia 
Als Mia Binti La Ode Tara terlah terbukti secara sah dan 
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan 
berencana, sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Primair 
Pasal 340 KUHP. 
b. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Wa Ode Sitiani Als Wa 
Ode Siti Samnia Als Mia Binti La Ode Tara dengan pidana 
penjara selama 20 (dua puluh) Tahun dikurangi masa penahanan 
yang telah dijalankan oleh terdakwa, dengan perintah agar 
terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tersebut tetap berada 
dalam tahanan. 
c. Menetapkan barang bukti berupa : 
 
Dirampas untuk dimusnahkan ; 
 
- 1 buah baju kaos oblong warna biru tua bernoda darah, 1 
buah celana jeans warna biru dongker bernoda darah, 1 
pasang sepatu boat warna biru bernoda darah, 1 pasang kaos 
kaki berwarna biru muda bernoda darah, 1 (satu) bilah parang 
dengan panjang lebih kurang 70 cm; 
Dikembalikan kepada Terdakwa; 
- 1 lembar sarung batik warna cokelat, 1 lembar kerudung 
warna hitam dan satu lembar baju kaos lengan panjang warna 
ungu dan hitam;  
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d. Membebani Terdakwa Wa Ode Sitiani Als Wa Ode Siti Samnia 
Als Mia Binti La Ode Tara untuk membayar biaya perkara sebesar 
Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah).  
 
4. Amar Putusan 
 
Dalam Perkara Nomor : 123/Pid.B/2013/PN.BB, Majelis Hakim 
memutuskan : 
 
MENGADILI 
1) Menyatakan Terdakwa WA ODE SITIANI Als WA ODE SITI 
SAMNIA Als Mia Binti LA ODE TARA telah terbukti secara sah dan 
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pembunuhan 
Berencana” ; 
2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WA ODE SITIANI Als WA 
ODE SITI SAMNIA Als Mia Binti LA ODE TARA oleh karena itu 
dengan pidana penjara selama 20 (Dua Puluh) Tahun ; 
3) Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa 
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; 
4) Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; 
5) Menetapkan barang bukti berupa : 
- 1 buah baju kaos oblong warna biru tua bernoda darah, 
- 1 buah celana jeans warna biru dongker bernoda darah, 
- 1 pasang sepatu boat warna biru bernoda darah, 
- 1 pasang kaos kaki berwarna biru muda bernoda darah, 
- 1(satu) bilah parang dengan panjang lebih kurang 70 cm, 
- 1 lembar sarung batik warna cokelat, 
- 1 lembar kerudung warna hitam dan 
- 1 lembar baju kaos lengan panjang warna ungu dan hitam; 
Dirampas untuk dimusnahkan. 
 
5. Analisa Penulis  
Menurut Penulis, Penyusunan surat dakwaan oleh Jaksa 
Penuntut Umum menggunakan bentuk Surat Dakwaan Subsidaritas, 
yakni yang dalam surat dakwaan, yang didakwakan terdiri dari 
beberapa perumusan tindak pidana, dan perumusan tersebut disusun 
secara bertingkat dari dakwaan yang paling berat hukumannya sampai 
dakwaan yang paling ringan hukumannya. Jadi pada hakikatnya 
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dakwaan subsidaritas ini hanya satu tindak pidana saja yang akan 
didakwakan kepada terdakwa. 
Surat Dakwaan yang disusun oleh Jaksa Penuntut Umum telah 
memenuhi syarat-syarat dari surat dakwaan yang tercantum dalam 
Pasal 143 ayat 2 KUHAP yakni : 
Penuntut Umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal 
dan ditandatangani serta berisi : 
a. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis 
kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan 
tersangka; 
b. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak 
pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan 
tempat tindak pidana itu dilakukan. 
 
Ketentuan dari pasal tersebut mengandung makna bahwa di 
dalam penyusunan surat dakwaan harus memenuhi unsur-unsur dalam 
Pasal 143 ayat (2) KUHAP yakni syarat formil dan materil. 
Syarat formil dan materil dalam surat dakwaan tersebut yakni : 
a. Syarat Formil  
Syarat formil yang dimaksud adalah identitas dari Terdakwa, 
dalam hal ini terdakwa dalam kasus pembunuhan berencana. 
b. Syarat Materil 
Syarat materil berkaitan dengan penerapan hukum pidana 
materil terhadap suatu perkara. Mengenai syarat ini,dakwaan 
harus diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap mengenai 
tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan 
tempat tindak pidana. Hal tersebut dilakukan agar tidak ada 
kekurangan atau kekeliruan yang  mengakibatkan  batalnya  surat 
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dakwaan atau unsur-unsur dalam dakwaan tidak berhasil 
dibuktikan.  
Apabila dikaitkan dengan posisi kasus yang telah dibahas 
sebelumnya, Terdakwa berdasarkan surat dakwaan yakni pada 
dakwaan Primair terdakwa dikenakan Pasal 340 KUHP, Subsidiair 
dikenakan Pasal 338 KUHP dan Lebih Subsidiair dikenakan Pasal 351 
ayat (3) KUHP. Penuntut Umum dalam hal ini menuntut Terdakwa 
dikenakan pada Pasal 340 KUHP yakni Pembunuhan yang 
direncanakan terlebih dahulu. Maka untuk mengetahui kesesuaian 
antara tindak pidana tersebut dengan tuntutan oleh Penuntut Umum, 
Penulis akan menguraikan unsur-unsur pasal yang harus dipenuhi dari 
perbuatan itu dapat dihukum, sebagai berikut : 
1. Unsur Barangsiapa 
Unsur barangsiapa adalah setiap orang yang merupakan 
subjek hukum yang memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab 
atas perbuatannya. 
Berdasarkan fakta-fakta yang muncul dalam persidangan telah 
terbukti bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah 
menunjuk kepada terdakwa. Dimana terdakwa adalah subjek 
hukum yang selama persidangan terbukti secara sehat jasmani dan 
rohani serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya yang 
didakwakan kepadanya baik berdasarkan saksi-saksi, maupun cara 
terdakwa menanggapi saksi-saksi tersebut. 
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Barangsiapa yang dimaksud dalam perkara ini adalah 
terdakwa Wa Ode Sitiani Als Wa Ode Siti Samnia Als Mia Binti La 
Ode Tara yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana 
dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan selama proses 
persidangan berlangsung tidak didapatkan petunjuk adanya 
kekeliruan orang/ subjek hukum (Error in Persona). Oleh karena itu, 
berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur barangsiapa telah 
terpenuhi secara sah menurut hukum. 
2. Unsur Dengan sengaja 
Dalam KUHP tidak memberikan batasan / pengertian tentang 
unsur “dengan sengaja”, namun dalam doktrin hukum pidana 
mengartikan kesengajaan (opzet) sebagai menghendaki dan 
mengetahui apa yang dilakukan. 
Berdasarkan keterangan saksi-saksi yang didengar 
keterangannya pada persidangan dan keterangan Terdakwa serta 
barang bukti yang diajukan dalam persidangan, telas jelas bahwa 
Terdakwa memang berniat untuk membunuh korban atas dasar niat 
dan faktor kehendak yang kuat yang benar-benar disadari penuh 
oleh terdakwa. Oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut 
maka unsure dengan sengaja telah terpenuhi secara sah menurut 
hukum. 
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3. Unsur Dengan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa 
orang lain 
Unsur dengan direncanakan terlebih dahulu artinya apakah 
terdakwa mempunyai niat awal untuk membunuh korban telah 
menyusun suatu rencana tentang bagaimana cara melaksanakan 
niatnya untuk menghilangkan nyawa korban. Ada beberapa hal 
yang harus dipenuhi untuk mengetahui apakah ada perencanaan 
terlebih dahulu oleh terdakwa, yakni : antara timbulnya niat dengan 
pelaksanaan perbuatan terdapat cukup waktu untuk berpikir 
dengan tenang bagaimana cara-cara pelaksanaan menghilangkan 
nyawa korban, harus tampak apakah ada tindakan persiapan serta 
tergambar cara kerja apakah cukup sistematis. 
Waktu yang cukup untuk berpikir dengan tenang yakni 
bagaimana cara terdakwa melakukan niatnya atau waktu berpikir 
dengan tenang itu ada sejak terdakwa yang merupakan istri korban 
merasa sakit hati oleh perbuatan korban terhadap dirinya salah 
satunya karena ketika dinikahi oleh koban, korban telah menipu 
dengan membawa keluarga palsu untuk melamar terdakwa dan 
seringnya terdakwa bertengkar dengan korban. Puncak 
pertengkaran antara Terdakwa dan korban terjadi di rumah 
kontrakan terdakwa tepatnya di daerah Tomba. Adapun yang 
menjadi masalahnya ialah terdakwa jengkel karena setiap kali 
hamil, korban selalu menyuruhnya menggugurkan kandungannya 
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dan hal itu sudah berlangsung selama tiga kali yang mana pada 
kehamilan ketiga sudah berumur 6 bulan dan saat itu terdakwa 
bertengkar dengan korban. Lalu korban memukul terdakwa yang 
mengakibatkan terdakwa keguguran. Oleh karena itu timbul niat 
terdakwa untuk membunuh korban. 
Untuk melancarkan niatnya terdakwa telah melakukan 
persiapan dengan membeli parang sebelumnya yakni pada hari 
sabtu, 2 februari 2013 terdakwa membeli parang di jembatan batu 
lalu terdakwa menyimpannya di samping kasur kamar terdakwa. 
Dari rangkaian peristiwa tersebut dapat disimpulkan adanya 
suatu perencanaan dari terdakwa dimana Terdakwa sudah 
mengetahui mengenai opzet yang ditujukan kepada korban yang 
telah menggambarkan secara nyata adanya permulaan dari 
pelaksanaan maksud atau tujuan dari terdakwa. Atas waktu yang 
cukup lama dari niat terdakwa untuk membunuh korban hingga 
pelaksanaan tindakan pembunuhan terhadap korban bahwa 
terdakwa memiliki ketenangan dalam berpikir. 
Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan 
bahwa rangkaian perbuatan terdakwa sejak dari persiapan hingga 
pelaksanaannya membunuh korban telah tergambar pula kerja 
yang sistematis dan semua tidak akan berjalan dengan baik tanpa 
dipikirkan dan disusun dalam perencanaan terlebih dahulu. Niat 
untuk merencanakan membunuh korban telah terlihat jelas, dimana 
60 
terdakwa membeli parang guna dipakai untuk membunuh korban. 
Maka atas seluruh rangkaian pelaksanaan korban tersebut, unsur 
dengan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain 
telah terpenuhi secara sah menurut hukum.   
Dari penjelasan yang telah dikemukakan diatas, maka  dapat 
ditarik kesimpulan bahwa perbuatan terdakwa telah dapat 
dibuktikan secara sah dan meyakinkan memenuhi rumusan  tindak 
pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan 
pertama yaitu pasal 340 KUHP.  
Berdasarkan alat-alat bukti serta barang bukti yang sah yang 
terungkap dalam persidangan juga semakin membuktikan terdakwa 
telah memenuhi semua unsur -unsur dari dakwaan oleh Jaksa 
Penuntut Umum. 
B. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan 
Terhadap Kasus Tindak Pidana Pembunuhan Berencana dalam 
Putusan Nomor : 123/Pid.B/2013/Pn.BB 
Putusan hakim atau putusan pengadilan merupakan aspek 
penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana.  Putusan 
hakim berguna bagi terdakwa untuk mendapatkan kepastian hukum 
tentang statusnya. Hakim harus mengambil keputusan yang sesuai, 
untuk itu sebelum menjatuhkan sanksi pidana, hakim dituntut untuk 
melakukan tindakan yaitu menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran 
peristiwa yang diajukan kepadanya dengan melihat bukti-bukti yang 
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ada dan disertai keyakinannya. Hal ini sangat perlu untuk menciptakan 
putusan yang proporsional dan mendekati rasa keadilan, baik itu dari 
segi pelaku tindak pidana, korban tindak  pidana, maupun masyarakat.    
1. Pertimbangan Hukum Hakim 
Menimbang, bahwa oleh karena pembelaan Terdakwa yang pada 
pokoknya Mohon keringanan hukuman, maka Majelis akan 
mempertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan pidananya. 
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan 
Pengadilan Negeri Baubau oleh Penuntut Umum telah didakwa 
dengan dakwaan sebagai berikut : Dakwaan Primair yakni melanggar 
ketentuan Pasal 340 KUHP, Subsudiair yakni melanggar ketentuan 
Pasal 338 KUHP, dan Lebih Subsidiair yakni melanggar ketentuan 
Pasal 351 ayat (3) KUHP. 
Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, 
Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti 
dan membenarkan isi dan maksud Surat Dakwaan dan tidak akan 
mengajukan Keberatan/Eksepsi. 
Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah 
mengajukan barang bukti berupa : 
- 1 buah baju kaos oblong warna biru tua bernoda darah, 
- 1 buah celana jeans warna biru dongker bernoda darah, 
- 1 pasang sepatu boat warna biru bernoda darah, 
- 1 pasang kaos kaki berwarna biru muda bernoda darah, 
- 1(satu) bilah parang dengan panjang lebih kurang 70 cm, 
- 1 lembar sarung batik warna cokelat, 
- 1 lembar kerudung warna hitam dan 
- 1 lembar baju kaos lengan panjang warna ungu dan hitam. 
 
Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya 
Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan dan 
masing-masing dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan 
keterangan sebagai berikut : 
 
Saksi 1 : Mustafa Als La Teli bin Amiruddin 
- Bahwa, saksi mengetahui orang yang telah melakukan 
Pembunuhan terhadap diri korban adalah terdakwa WD. 
SITIANI setelah dihubungi oleh pihak Kepolisian. 
- Bahwa, peristiwa tersebut terjadi pada hari minggu, 03 Februari 
2013 sekira pukul 05.00 wita bertempat di WC Umum Kompleks 
Pasar Wameo Kec. Batupoaro Kota Baubau. 
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- Bahwa, pekerjaan sehari-hari saksi adalah menjual parang di 
sekitar jembatan batu. 
- Bahwa benar, terdakwa Wa Ode Sitiani Als Wa Ode Siti Samnia 
Als Mia Binti La Ode Tara pernah membeli parang di tempat 
saksi pada hari sabtu, 2 februari 2013. Saat itu saksi sempat 
bertanya kepada terdakwa untuk apa beli parang dan terdakwa 
menjawab untuk dikirim ke kampong buat merintis/menebas 
ilalang ladang. 
- Bahwa, saksi tidak melihat dengan siapa terdakwa membeli 
parang yang jelas saat memilih dan membayar parang tersebut 
saksi hanya seorang diri. 
- Bahwa, terdakwa membeli parang tersebut dengan harga 
Rp.75.000; (tujuh puluh lima ribu rupiah). 
- Bahwa,parang yang dijadikan barang bukti perkara ini adalah 
benar parang dibeli oleh terdakwa kepada saksi. 
 
Saksi 2 : Ati bin La Uli 
- Bahwa, saksi adalah pedagang di Pasar Wameo Baubau. 
- Bahwa, saksi kenal dengan korban pembunuhan yakni Alm. 
Arnol, korban adalah sebagai pedagang ayam dan pengelola 
WC umum di lingkungan Pasar Wameo. 
- Bahwa, orang yang telah melakukan Pembunuhan terhadap diri 
korban adalah terdakwa WD.SITIANI. 
- Bahwa, peristiwa tersebut terjadi pada hari minggu, 03 Februari 
2013 sekira pukul 05.00 wita bertempat di WC Umum Kompleks 
Pasar Wameo Kec. Batupoaro Kota Baubau. 
- Bahwa, saksi tidak melihat langsung kejadian pembunuhan. 
Hanya saja pada saat itu, saksi sedang buang air kecil di kamar 
wc no.3. 
- Bahwa selama berada di dalam WC no.3, saksi tidak 
mendengar adanya keributan dan ketika saksi hendak 
membayar uang sewa WC saksi melihat darah berceceran  
dilantai sehingga saksi langsung berlari keluar namun saksi  
melihat sekilas korban sudah terduduk dikursi dalam kondisi 
terluka parah. 
- Bahwa saat itu saksi tidak mengetahui apakah korban masih 
bergerak atau tidak karena setelah melihat kondisi korban yang 
mengalami luka pada bagian leher,dan lengan,dan saksi  
langsung lari karena ketakutan. 
- Bahwa,saksi langsung memberitahukan orang tua saksi korban  
Hj.Siti Auda dengan mengatakan ‘ibu haji cepatmi mahmudin  
dia luka’. Setelah itu saksi langsung kembali ke tempat 
menjualnya. 
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Saksi 3 : Hj. Siti Auda Binti Haji Abas 
- Bahwa saksi adalah ibu dari korban Arnold. 
- Bahwa, orang yang telah melakukan Pembunuhan terhadap diri 
korban adalah WD. SITIANI. 
- Bahwa, peristiwa tersebut terjadi pada hari minggu, 03 Februari 
2013 sekira pukul 05.00 wita bertempat di WC Umum Kompleks 
Pasar Wameo Kec. Batupoaro Kota Baubau. 
- Bahwa, awalnya saksi bersama dengan saksi korban berangkat 
bersama menuju pasar wameo, rencananya saksi hendak 
menuju ke kios dan saksi korban menuju ke WC Umum, di 
mana jarak antara rumah saksi dengan wc umum kurang lebih 
10 meter namun karena pada saat itu saksi kelupaan kunci 
maka saksi kembali ke rumah sementara saksi korban terus 
menuju ke WC Umum. 
- Bahwa selanjutnya tidak lama kemudian saksi mendengar 
teriakan dari saksi ATI yang mengajak saksi untuk melihat saksi 
korban yang sudah dalam keadaan elumuan darah. Setelah 
sampai di tempat kejadian saksi tidak sanggup melihat kondisi 
korban sehingga saksi jatuh pingsan dan dibopong menuju ke 
rumahnya. 
- Bahwa saksi dari awal sudah mencurigai bahwa pelaku 
pembunuhan saat itu yakni Terdakwa. Hal tersebut disebabkan 
karena sudah beberapa kali terdakwa bertingkah aneh dan 
terus menelpon untuk menanyakan keberadaan saksi korban. 
- Bahwa, 2 minggu sebelum kejadian, terdakwa menelpon saksi 
sekitar jam 3 subuh lalu diangkat oleh saksi namun tidak 
dijawab/tidak bicara. Kemudian beberapa kali terdakwa 
menelpon lagi, yang pertama mencari mamanya alfon/Adriani 
Said (Istri korban) terus mencari korban dengan alasan mau 
membicarakan pembelian ayam potong. 
- Bahwa, siangnya pada saat saksi membuka jualan dan sekitar 
setengah enam sore terdakwa datang ke lapak tempat saksi 
berdagang dengan alasan mencari ayam potong lalu bertanya 
kepada saksi “kenapa saya telepon bapaknya asrul (saksi 
korban) tidak diangkat” dan saat itu saksi memberitahukan kalau 
saksi korban sementara sakit. 
- Bahwa dua hari sebelum kejadian terdakwa datang lagi ke 
rumah saksi dengan membawa bayi, dan saat itu korban Arnold 
mengingatkan kepada saksi untuk berhati-hati kepada terdakwa. 
 
Saksi 4 : Andriani Said Als Nani Binti Basri Said 
- Bahwa saksi adalah Istri dari Korban Arnold. 
- Bahwa, orang yang telah melakukan Pembunuhan terhadap diri 
korban adalah WD. SITIANI. 
64 
- Bahwa, peristiwa tersebut terjadi pada hari minggu, 03 Februari 
2013 sekira pukul 05.00 wita bertempat di WC Umum Kompleks 
Pasar Wameo Kec. Batupoaro Kota Baubau. 
- Bahwa, saksi tidak melihat langsung peristiwa tersebut. Saksi 
mengetahuinya dari mertuanya yaitu saksi Hj. Siti Auda. Dimana 
saat itu mertua saksi berteriak memanggil adik ipar saksi yang 
bernama MULI, lalu saksi hendak keluar namun anak saksi 
melarangnya.Tidak lama kemudian mertua saksi digotong oleh 
masyarakat masuk ke dalam rumah dan dari situlah saksi 
mengetahui kalau suami saksi yaitu saksi korban Arnold telah 
dipotong orang. 
- Bahwa, pada sekitar bulan februari 2013, terdakwa mengirimkan 
SMS kepada saksi yang isinya menerangkan bukan hanya saksi 
yang menjadi istri korban dan pada saat itu terdakwa terus-
terusan mengirim sms kepada saksi. 
- Bahwa, akhirnya saksi mengkonfirmasi kepada korban, awalnya 
korban mengingkari namun pada akhirnya korban mengakui 
kalau terdakwa adalah istri siri korban. 
- Bahwa, setelah itu sering saksi korban mengeluh kepada saksi 
kalau dirinya dan terdakwa sering bertengkar dan berdasarkan 
keterangan dari saksi korban, setiap habis bertengkar terdakwa 
sering memukul saksi korban dan mengancam akan 
mengeluarkan anak dalam kandungan saksi dan menginjak-
injaknya. 
- Bahwa korban pernah melaporkan kepada Kepolisian tentang 
pengancaman dari terdakwa dan hasilnya pada hari jumat 
sebelum kejadian pembunuhan korban dan terdakwa sepakat 
untuk bercerai di hadapan pihak Kepolisian. 
- Bahwa terdakwa juga sering mengancam saksi sebagai istri 
korban dengan sms ke handphone saksi dengan kalimat sms 
yang bernada ancaman. 
- Bahwa saksi sempat melihat luka yang dialami oleh korban yaitu 
leher belakang korban hampir putus. 
Saksi 5 : Elimin Mahmud Als Eli Bin Haji Mahmud 
- Bahwa, saksi adalah adik kandung korban Arnold. 
- Bahwa, saksi mengetahui orang yang telah melakukan 
Pembunuhan terhadap diri korban adalah WD. SITIANI dari 
Kepolisian. 
- Bahwa, peristiwa tersebut terjadi pada hari minggu, 03 Februari 
2013 sekira pukul 05.00 wita bertempat di WC Umum Kompleks 
Pasar Wameo Kec. Batupoaro Kota Baubau. 
- Bahwa, saksi mengetahui korban meninggal dunia pada saat 
orang tua saksi berteriak histeris sambil menangis sehingga 
saksi langsung menuju ke tempat kejadian. 
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- Bahwa, pada saat tiba di tempat kejadian sudah banyak orang 
dan saksi melihat kondisi korban saat itu sementara duduk di 
kursi plastik sementara sekujur tubuhnya sudah bermandikan 
darah dengan luka pada leher, tangan kanan, tangan kiri, pipi 
dan telinga. 
- Bahwa saksi mengetahui kalau terdakwa adalah istri kedua 
korban yang dinikahi secara siri. 
- Bahwa pada hari jumat tanggal 1 februari 2013, saksi datang 
dengan dua orang laki-laki menunggu di lorong dekat rumah 
dimana kedua orang itu mengenakan baju hitam dan yang 
satunya lagi pake baju kuning. 
 
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan 
mempertimbangkan atas keberatan-keberatan yang diajukan oleh 
terdakwa terhadap keterangan sebagian saksi-saksi persidangan. 
Menimbang, bahwa keberatan tersebut diajukan oleh terdakwa 
adalah tanpa disertai oleh bukti yang relevan yang dapat menimbulkan 
suatu fakta hukum lainnya sehinga dapat mendukung dalil keberatan 
dari terdakwa, melainkan hanyalah berupa sangkalan-sangkalan 
sehingga Majelis Hakim menilai keberatan terdakwa tersebut haruslah 
ditolak.   
Menimbang,bahwa di persidangan telah dibacakan bukti Surat 
yaitu Visum Et Repetum Nomor : 353/019/II/2013 tanggal 1 Maret 2013 
yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Eka Dewi Lestari Soepeno 
Hadi selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota 
Baubau. 
Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan 
keterangan yang pada pokoknya telah mengakui perbuatannya dan 
keterangan tersebut telah termuat dalam berita acara persidangan. 
Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari pasal 
Dakwaan Primair Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim 
berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan 
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur 
dan diancam Pasal 340 KUHP, oleh karenanya Terdakwa harus 
dinyatakan bersalah dan dihukum. 
Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah 
terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana 
sebagaimana dalam dakwaan primair maka dakwaan selanjutnya tidak 
perlu dipertimbangkan lagi. 
Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim selama proses 
persidangan Terdakwa cukup sehat jasmani dan rohaninya dan tidak 
menemukan hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum 
dari perbuatan pidana yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa 
oleh karenanya Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan dalam 
perbuatannya. 
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Menimbang, bahwa oleh karena itu, pidana yang nanti akan 
dijatuhkan dan disebutkan dalam amar putusan, dianggap telah sesuai 
dan memenuhi tuntutan keadilan. 
Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada 
terdakwa perlu dipertimbangkan adanya hal-hal yang memberatkan 
dan meringankan bagi diri Terdakwa : 
 
Hal yang memberatkan : 
- Perbuatan Terdakwa sangat mengganggu keamanan Umum 
(Algemene Veiligheid); 
- Perbuatan Terdakwa dilakukan secara sadis; 
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan telah 
meninggalkan duka yang mendalam bagi keluarga korban; 
 
Hal yang meringankan : 
- Terdakwa belum pernah dihukum. 
 
2. Analisa Penulis 
Pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan putusan  
harus mencerminkan rasa keadilan bagi korban maupun bagi 
terdakwa. Dalam upaya membuat putusan serta menjatuhkan  sanksi 
pidana, hakim harus mempunyai pertimbangan yuridis yang  terdiri dari 
dakwaan penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan 
saksi,barang bukti, dan Pasal-pasal yang berkaitan dengan perbuatan 
hukum pidana dan pertimbangan Non yuridis yang terdiri dari latar 
belakang perbuatan terdakwa, ditambah hakim haruslah meyakini 
apakah terdakwa melakukan perbuatan pidana atau tidak 
sebagaimana yang termuat dalam unsur-unsur tindak pidana yang di 
dakwakan kepadanya.  
Putusan pemidanaan terjadi apabila dalam proses persidangan 
Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa terbukti bersalah 
melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Terbukti 
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sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan Hakim yakin bahwa 
terdakwa yang bersalah melakukannya. Hal ini sesuai dengan 
ketentuan pasal 183 KUHAP, yakni : 
“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali 
dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia 
memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar 
terjadi dan bahwa terdakwalah yang benar-benar melakukannya.” 
 
Setelah proses Persidangan dan pembuktian, Majelis Hakim 
harus dengan cermat dalam mengelola dan menghubungkan antara 
keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, pembelaan, maupun 
barang bukti yang diajukan dalam persidangan. Sehingga dari hasil 
tersebut dapat memperoleh keputusan yang sesuai dengan peraturan 
hukum yang berlaku. 
Hakim sebelum menjatuhkan keputusannya perlu 
mempertimbangankan hal-hal yang memberatkan dan meringankan 
pidana terdakwa, sehingga cukup untuk menimbulkan efek jera dan 
memberikan rasa takut bagi terpidana pada khususnya serta untuk 
masyarakat pada umumnya sebagaimana fungsi pidana pada 
mestinya.  
Berkaitan dengan perkara yang penulis teliti, berdasarkan hasil 
wawancara yang penulis lakukan dengan salah satu Hakim di 
Pengadilan Negeri Baubau yakni Hairuddin Tomu, S.H pada hari 
Jum’at tanggal 15 Januari 2016 pukul 15.00 wita, menyatakan bahwa : 
“alasan majelis hakim dalam memutus perkara tersebut selama 
20 tahun dan bukan menjatuhkan hukuman pidana mati atau 
pidana seumur hidup yakni berdasarkan pada pertimbangan 
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hakim itu sendiri, dan keyakinan hakim. Hal itu tergambar dalam 
hal-hal yang memberatkan dan meringankan dalam putusan. 
Selain itu hakim juga berpendapat penjatuhan pidana itu sudah 
sesuai dengan apa yang menurut hakim dan sudah setimpal 
dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, pada sisi lain 
juga hakim mempertimbangkan dari kepentingan korban, 
keluarga korban, serta dampak yang timbul daripada perbuatan 
yang dilakukan terdakwa, serta ada efek jera sosial untuk menjadi 
peringatan kepada masyarakat umum.”  
 
Dalam mempertimbangkan hal tersebut, hakim melihat  bahwa 
pemidanaan bukanlah sebagai salah satu alat pembalasan 
sebagaimana yang dimaksud dalam teori pemidanaan absolut,  namun 
mendasarkan pada teori pemidanaan relatif yang melihat bahwa 
pemidanaan bukanlah sebagai alat untuk membalaskan perbuatan 
terdakwa melainkan untuk memperbaiki terdakwa agar tidak 
melakukan tindak pidana lagi.  
Menurut Penulis, dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap 
Terdakwa sudah sesuai dengan menjatuhkan pidana 20 tahun yang 
cukup menimbulkan efek jera bagi pelaku. Dalam Putusan, hakim 
menjatuhkan pidana terhadap terdakwa yakni 20 tahun dan hal 
tersebut juga telah sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum.  
Walaupun dalam putusan hakim mencantumkan hal yang meringankan 
yakni terdakwa belum pernah dihukum. Akan tetapi, terdakwa dalam 
membunuh korban melakukannya dengan cara sadis dan 
mengganggu keamanan umum. Maka dari itu dianggap adil dan perlu 
apabila pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dengan hukuman 
yang berat. 
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Dalam penjatuhan putusan, pada surat Tuntutan oleh Jaksa 
Penuntut Umum, mengemukakan hal-hal yang dijadikan pertimbangan 
dalam mengajukan tuntutan yakni : 
Hal-hal yang memberatkan : 
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat  
- Perbuatan Terdakwa meninggalkan duka yang mendalam bagi 
keluarga korban 
Hal-hal yang meringankan : 
- Terdakwa belum pernah dihukum 
- Terdakwa berterus terang sehingga telah membantu 
memperlancar jalannya proses Persiadangan. 
- Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan 
mengulangi perbuatannya. 
- Terdakwa adalah orang tua tunggal dan memiliki dua orang 
anak yang masih kecil-kecil. 
Berkaitan dengan Putusan yang disampaikan oleh hakim, 
hubungannya dengan surat tuntutan tersebut, Penulis sependapat 
dengan hakim dalam menambahkan dasar pertimbangan penjatuhan 
putusan yakni hal-hal yang memberatkan. Hal-hal tersebut adalah 
perbuatan terdakwa sangat mengganggu keamanan umum dan 
perbuatan terdakwa dilakukan secara sadis. Hal ini bersesuaian 
dengan penjelasan yang dijelaskan pada wawancara salah satu hakim 
di Pengadilan Negeri Baubau yakni Hairuddin Tomu, S.H yang 
menyatakan bahwa : 
“Dalam kasus pembunuhan/ merampas nyawa orang lain apalagi 
dengan dilakukan secara berencana ini sangat mengganggu dan 
membahayakan tatanan publik. Sehingga dengan adanya 
putusan ini selain menjembatani kesenjangan antara korban dan 
terdakwa juga menjaga tatanan publik yang terganggu/terciderai 
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akibat dari perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sebab 
pasti perbuatan tersebut mempunyai dampak sosial.” 
 
Dari wawancara tersebut, proses pengambilan keputusan oleh  
Majelis Hakim dalam pertimbangannya memang perlu menambahkan 
dalam hal-hal yang memberatkan guna untuk menjaga tatanan publik 
yang terganggu akibat dari perbuatan terdakwa. Selain itu juga 
perbuatan terdakwa dalam pembunuhan tersebut dilakukan secara 
sadis. Hal itu telah terbukti dengan adanya surat yang diajukan dalam 
proses persidangan yakni hasil Visum et Repetum dari korban.  
Menurut penulis, selain setuju dengan penambahan pada hal-hal 
yang memberatkan dalam penjatuhan putusan, hakim juga perlu 
mempertimbangkan hal-hal yang meringankan terdakwa. Dalam hal ini 
yakni pada faktor dan kondisi psikologis dari terdakwa ketika 
melakukan tindak pidana tersebut. Selain itu, terdakwa adalah 
orangtua tunggal dan memiliki anak-anak yang masih kecil dan 
memerlukan pengasuhan dari terdakwa. Hakim harus lebih 
mempertimbangkan dari sisi hal yang meringankan terhadap terdakwa 
dan mencantumkannya dalam putusan sebagai bahan pertimbangan. 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan  
Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh penulis dan 
pembahasan yang terdapat pada bab sebelumnya, maka dapat  ditarik 
kesimpulan antara lain : 
1. Penerapan hukum pidana oleh hakim terhadap pelaku tindak 
pidana dalam putusan Nomor : 123/Pid.B/2013/PN.BB telah tepat. 
Jaksa Penuntut Umum menggunakan 3 dakwaan, yakni pada 
Dakwaan Primair melanggar Pasal 340 KUHP, Subsidiair 
melanggar Pasal 338 KUHP dan Lebih Subsidiair melanggar Pasal 
351 ayat (3) KUHP. Diantara unsur-unsur Pasal yang didakwakan 
oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, yang terbukti  secara sah dan 
meyakinkan memenuhi rumusan tindak pidana yang dilakukan 
terdakwa adalah Pasal 340 KUHP. Antara perbuatan dan unsur-
unsur Pasal yang dilanggar oleh terdakwa saling mencocoki. 
2. Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan No. 
123/Pid.B/2013/PN.BB yaitu sebelum hakim menjatuhkan 
putusannya perlu mempertimbangankan alasan-alasan yang 
memberatkan dan meringankan pidana yang terungkap dalam 
persidangan. Penulis berpendapat dalam penjatuhan sanksi pidana 
terhadap Terdakwa sudah sesuai dan cukup menimbulkan efek jera 
72 
bagi pelaku. Hakim juga harus lebih mempertimbangkan dari sisi 
hal yang meringankan terhadap terdakwa dan mencantumkannya 
dalam putusan sebagai bahan pertimbangan. 
B. Saran 
Berdasarkan dari kesimpulan tersebut, maka penulis memberikan 
saran sebagai berikut: 
1. Diharapkan kepada para penegak hukum khususnya jaksa 
penuntut umum dalam merumuskan surat dakwaan terhadap suatu 
kasus hendaknya memperhatikan unsur-unsur dari perbuatan 
pelaku sehingga dalam merumuskan surat dakwaan sesuai dengan 
apa yang seharusnya yang diatur dalam perundang-undangan. 
2. Diharapkan Hakim dalam setiap menjatuhkan putusan agar 
sekiranya juga perlu lebih teliti dalam mencantumkan alasan-alasan 
yang memberatkan maupun yang meringankan. Mengingat alasan-
alasan yang memberatkan dan meringankan  merupakan dasar 
penjatuhan pidana dalam putusan dan karena hal ini tentunya 
sangat mempengaruhi psikologi pelaku.  
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